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MOTTO

...         ...

“…Mereka (istri-istrikamu) adalah pakaian bagimu,

Dan kamu pun (parasuami) adalah pakaian bagi mereka...”1

         
“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu”2

“Semakin banyak ilmu yang dipelajari, maka semakin banyak pula peluang untuk
hidup bahagia”

1Al-Baqarah (2):187.
2 Al-Isra’ (17): 7.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf

Arab

Nama Huruf Latin Keterangan

ا

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

Alif

Bâ’

Tâ’

Sâ

Jîm

Hâ’

Khâ’

Dâl

Zâl

Râ’

Zâ’

Sîn

Syîn

Tidak dilambangkan

b

t

ṡ

j

ḥ

kh

d

ẑ

r

z

s

sy

Tidak dilambangkan

-

-

s (dengan titik di atas)

-

h (dengan titik di

bawah)

-

-

z (dengan titik di atas)

-

-

-
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ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ك

ل

م

ن

و

ھـ

ء

ي

Sâd

Dâd

Tâ’

Zâ’

‘Aîn

Gaîn

Fâ’

Qâf

Kâf

Lâm

Mîm

Nûn

Wâwu

Hâ’

Hamzah

Yâ’

ṣ

ḍ

ṭ

ẓ

‘

g

f

q

k

l

m

n

w

h

`

Y

-

s (dengan titik di

bawah)

d (dengan titik di

bawah)

t (dengan titik di

bawah)

z (dengan titik di

bawah)

koma terbalik di atas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

apostrof

-
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II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مـتعدّدة

عدّة

Ditulis

Ditulis

Muta‘addidah

‘iddah

III. Ta’ marbûtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis h

حكمة

جزیة

Ditulis

Ditulis

hikmah

jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila ta’marbûtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامةالأولیاء ditulis karâmah al-auliyâ’

c. Bila ta’marbûtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

زكاة الفطر ditulis Zakât al-ftr

IV. Vokal Pendek

.....َ.....

..ِ........

.....ُ.....

fathah

kasrah

dammah

ditulis

ditulis

ditulis

a

i

u
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V. Vokal Panjang

1. fathah + alif

جاھلـیّة

2. fathah + ya’ mati

تَـنسى

3. Kasrah + ya’ mati

كریـم

4. D{ammah + wawu mati

فروض

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

â

jâhiliyyah

â

tansa

î

karîm

û

furûd

VI. Vokal Rangkap

1. fathah + ya’ mati

بـینكم

2. fathah + wawu mati

قول

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ai

bainakum

au

qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

أأنـتم

عدّتاُ 

لئنشكرتـم

Ditulis

ditulis

ditulis

a’antum

u‘iddat

la’in syakartum
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VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf

awal “al”

القرأن

القیاس

ditulis

ditulis

al-Qur’ân

al-Qiyâs

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan dengan menggunakan

Syamsiyyah tersebut yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-

nya

السّماء

الشّمس

ditulis

ditulis

as-Samâ’

asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوىالفروض

السّـنّةھل أ

ditulis

ditulis

zawi al-furûd

ahl as-sunnah
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ABSTRAK

PUTUSAN VERSTEK DALAM TINJAUAN MAQÂṢID ASY-SYARI‘AH
(Studi Kasus Putusan Cerai Gugat Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn di

Pengadilan Agama Sleman)

Adi Nurfausi Istamar Affandi

Salah satu syarat penerapan hukum acara verstek adalah karena tergugat
tidak hadir dalam persidangan dan telah dipenggil secara resmi dan patut. Namun
nampak berbeda dengan kasus perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn. yang
mana tergugat merasa tidak ada panggilan dan tidak menerima panggilan dari
pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis para pihak yang berhubungan
dengan putusan verstek nomor 0368/Pdt.G/PA.Smn dan menjelaskan
pertimbangan hakim serta praktik pemanggilan yang patut oleh juru sita terkait
putusan verstek nomor 0368/Pdt.G/PA.Smn.Selanjutnya peneliti mengunakan
pendekatan yuridis normatif untuk mengetahui landasan Undang-undang serta
ketentuan hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni memaparkan secara praktis
tentang perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn beserta hasil penelitian peneliti
dengan terlebih dahulu melakukan analisis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan
pertama, Di dalam pertimbangan- pertimbangan hakim memutuskan perkara ini
sudah sesuai dengan Undang- undang yang berlaku di Indonesia, karena Tergugat
selama persidangan tidak pernah hadir sedangkan telah dilakukan pemanggilan
dengan resmi dan patut, maka perkara ini di putus dengan putusan verstek. Kedua,
Dalam praktik pemanggilan terhadap Tergugat yang dilakukan oleh juru sita
namun dalam hal ini yang memanggil adalah juru sita dari Pengadilan Agama
Yogyakarta tidak mememukan alamat Tergugat dengan alasan tidak tercantumnya
nomor RT/ RW sehingga susah untuk menemukan rumah Tergugat, yang pada
akhirnya diberikan kapada kelurahan Prenggan. Ketiga, Dari sudut pandang
maqâṣid asy-syari‘ah Jasser Auda meninjau pada perkara nomor
0368/Pdt.G/2016/PA.Smn yang di putuskan Majelis hakim dalam penerapan acara
verstek memberikan kemaslahatan bagi Penggugat serta memberikan keadilan
karena Terguggat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan bagi lembaga
peradilan khususnya Pengadilan Agama Sleman dalam menjaga maswah pemberi
keadilan serta semakin dipercaya oleh masyarakat. Sedangkan bagi Tergugat
adalah dapat memberikan pelajaran untuk lebih menjaga keharmonisan keluarga
dengan hadir di dipersidangan agar hakim bisa memediasi terhadap perkara
tersebut.

Kata kunci : Putusan verstek, Perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn, dan

Maqâṣid asy-syari‘ah.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum,1 dimana setiap perbuatan bagi

warga negara telah diatur oleh peraturan dengan tujuan agar memberikan

ketertiban dalam hidup berbangsa dan bernegara, termasuk pula dalam

putusnya sebuah perkawianan atau perceraian. Undang-undang telah mengatur

bahwa percaraian dilakukan dimuka persidangan,2 dalam hal ini lembaga

Pengadilan Agama bagi orang Islam3 dan Pengadilan Negeri bagi non-Islam.

Salah satu asas umum dalam UU No. 7 Tahun 1989 adalah asas

personalitas Keislaman yang bermakna bahwa yang tunduk dan dapat

ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama ialah hanya

mereka yang beragama Islam. Dengan kata lain, seorang penganut agama non-

Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada Peradilan

Agama.4

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan,

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat,

infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.5 Namun pada kenyataanya perkara

1Undang-undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3).
2Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39. Lihat juga,

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115.
3Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 1 ayat (1).
4Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, (Jakarta:

Kencana, 2006), hlm. 61.
5Lihat Undang-undang  Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49.
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terbanyak yang mendominasi adalah perkara yang meliputi bidang perkawinan

khususnya perkara perceraian (cerai gugat dan cerai talak).6

Pada umumnya, dalam pemeriksaan perkara perceraian suami dan isteri

hadir di persidangan. Dengan kehadiran suami isteri, hakim akan lebih mudah

untuk mengupayakan perdamaian tersebut. Ironisnya dalam praktik terkadang

suami atau isteri dalam kapasitas sebagai termohon/tergugat tidak pernah hadir

atau jika menguasakan pada seorang advokat, pihak termohon/tergugat tidak

pernah hadir ke persidangan. Maka ketika dalam proses persidangan tidak

dihadiri salah satu pihak yang berperkara maka bisa terjadi putusan verstek.7

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim

tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil

secara resmi dan patut. Putusan verstek ini merupakan pengecualian dari acara

persidangan biasa sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan yang

tidak sah. Dalam acara verstek tergugat dianggap ingkar menghadiri

persidangan tanpa alasan yang sah dan tergugat dianggap mengakui

sepenuhnya secara resmi murni dan bulat semua dalil gugatan penggugat.

Putusan verstek hanya dapat dijatuhkan dalam hal tergugat atau para tergugat

tidak hadir pada hari sidang pertama.8

Maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk

mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses

6Dikutip dari http://badilag.net/artikel/publikasi/artikel/perceraian-dalam-perspektif-
artis-dan-yuridis-oleh alimuddin-132, pada hari Kamis tanggal, 27 Oktober 2016, jam 14.25
WIB.

7Eka Susylawati, “Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama
Pamekasan”, Nuansa, No. 1 Tahun (Januari-Juni 2011), Vol. 8, hlm. 138.

8Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: LIBERTY,
1988), hlm. 79-80.
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pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki dan kesewenangan.

Sekiranya undang-undang menetukan bahwa untuk sahnya proses

pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian

tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan etikad buruk untuk

menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri

persidangan, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat

pemeriksaan dan penyelesaian perkara.9

Putusan verstek tidak berarti selalu mengabulkan gugatan penggugat.

Jika gugatan tidak berdasarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa

sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan

dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijke verklard). Dan jika gugatan itu

tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang

membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima

bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara, sedangkan penolakan

merupakan putusan setelah dipertimbangkan mengenai pokok perkara. Pada

putusan tidak diterima, di kemudian hari penggugat masih dapat mengajukan

lagi tuntutannya, sedangkan dalam hal penolakan tidak terbuka kesempatan

untuk mengajukan gugatan tersebut untuk kedua kalinya kepada hakim yang

sama (ne bis in idem).10

Pada hakekatnya lembaga verstek itu untuk merealisir azas audi et

alteram pertem, jadi kepentingan tergugatpun harus diperhatikan, sehingga

seharusnya secara ex officio hakim mempelajari isi gugatan. Tetapi di dalam

9M. Yahya Harahap, Hukum Acara perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 383.

10Ibid.
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praktek sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan verstek tanpa

mempelajari gugatan terlebih dahulu.11

Dalam hukum beracara mengenai verstek telah diatur dalam pasal 125-

129 HIR dan pasal 149-153 RBg. Dalam peraturan putusan verstek diartikan

putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat,

ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut (default without reason).12

Ketika melihat putusan verstek, sekilas memang tidak ada masalah

dengan regulasi yang mengaturnya dan sudah sesuai dengan Undang-undang

yang berlaku. Namun kemudian kita amati lebih jauh, nampak kurang adil

bagi tergugat karena dijatuhkan tanpa kehadirannya. Di dalam prosesnya tidak

melalui pembuktian dan diputuskan secara sepihak. Hal ini dikarenakan dilihat

bahwa hak-hak yang telah diberikan kepada tergugat gugur dengan

ketidakhadirannya.

Berdasarkan pengamatan pra-penelitian, terdapat perkara atas gugatan

isteri dengan nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn. Perkara tersebut diputus

verstek oleh Majelis Hakim karena tergugat yang telah dipanggil secara patut

untuk menghadap tidak pernah hadir dalam persidangan.

Putusan perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn. sangat menarik untuk

diteliti karena Tergugat tidak menerima surat panggilan (relaas) dari

Pengadilan Agama Sleman. Yang lebih menarik lagi bahwa surat putusan

11Ibid., hlm. 80.
12Darmawati dan Asriadi Zainuddin,“Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan

Agama”, Al-Mizan, No. 1, Vol. 11, (Juni 2015), hlm. 90.
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tersebut tidak diterima oleh Tergugat, pada akhirnya Tergugat sendiri yang

menemukan surat putusan tersebut didalam lemari lima bulan kemudian.

Maka perkara tersebut dapat dikatakan bahwa tidak sesuai dengan pasal

125 ayat 1 HIR yang berbunyi:

“Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari
yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai
wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran
(verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu
melawan hak atau tiada beralasan”.

Dari pernyataan pasal 125 ayat 1 HIR di atas, jelas bahwa perkara nomor

0368/Pdt.G/2016/PA.Smn, dalam hal ini tergugat merasa tidak menerima surat

penggilan dari Pengadilan Agama Sleman yang ditujukan kepada Tergugat

hingga tiga kali panggilan karena surat yang ditujukan tidak sampai ke tangan

Tergugat.13

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dari sisi

maqâṣid asy-syari‘ah dalam putusan verstek ini (perkara nomor

0368/Pdt.G/2016/PA.Smn). Karena dari sini dapat dilihat bahwa putusan

verstek tersebut sudah menjadi solusi bagi pasangan yang bercerai dengan

salah satu tidak hadir atau mungkin hanya sebatas keterpaksaan dari Undang-

undang semata.

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengkaji putusan verstek perkara nomor

0368/Pdt.G/2016/PA.Smn dalam tinjauan maqâṣid asy-syari‘ah .

13Pra penelitian,  wawancara dengan Tergugat di Yoyakarta, tanggal 24 oktober 2016.
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Berdasarkan elaborasi pada latar belakang masalah di atas, penulis

merumuskan masalah yang menjadi objek penelitian ini.

2. Pertanyaan Penelitian

a. Bagaimana proses sebelum terjadinya putusan verstek nomor

0368/Pdt.G/2016/PA.Smn?

b. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan verstek perkara nomor

0368/Pdt.G/2016/PA.Smn?

c. Bagaimana tinjauan maqâṣid asy-syari‘ah terhadap perkara yang

berhubungan dengan putusan verstek tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

a. Mengetahui proses sebelum terjadinya putusan verstek nomor

0368/Pdt.G/2016/PA.Smn.

b. Menjelaskan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam

putusan verstek perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn dari sisi

maqâṣid asy-syari‘ah

c. Tinjauan maqâṣid asy-syari‘ah terhadap perkara yang berhubungan

dengan putusan verstek perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn.

2. Manfaat Penelitian

Setelah memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini

diharapkan akan bermafaat:
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a. Sebagai sumbangan keilmuan di bidang hukum Islam khususnya

dalam kajian maqâṣid asy-syari‘ah terhadap putusan verstek perkara

nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dibaca oleh masyarakat luas, khususnya

bagi instansi-instansi terkait dalam masalah putusan verstek.

c. Secara individu, penelitian ini merupakan tugas akhir guna

mendapatkan gelar strata dua di Universitas Islam Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti akan membagi kedalam beberapa bab.

Kemudian setiap bab akan dibagi lagi ke dalam masing-masing sub sesuai

dengan kandungan bab, sehingga akan mempermudah dalam pembahasannya

dan mempermudah pembacanya, adapun sistematika yang digunakan sebagai

berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan beberapa sub-sub bab

yaitu latar belakang masalah; yang mana menjelaskan masalah yang atau topik

yang akan diteliti; selanjutnya fokus peneliatian serta pertanyaan penelitian

adalah batasan penelitian dan pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian

ini; tujuan dan manfaat penelitian merupakan hal yang akan dicapai dalam

penelitian ini serta kontribusinya; sistematika pembahasan yang menjelaskan

secara sistematis dalam penulisan bab serta sub-sub bab.

Bab II adalah Kajian Pustaka dan Kerangka Teori. Kajian pustaka

merupakan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan acuan bagi penelitian ini

agar memberikan hal yang baru dan berbeda; kerangka teori merupakan teori-
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teori dalam penelitian ini yang dijadikan pisau analisis bagi masalah yang

diangkat.

Bab III adalah Metode Penelitian yang merupakan metode yang

dilakukan dalam penelitian ini agar menjadi penelitian yang sistematis dan

merupakan syarat dalam sebuah karya ilmiah.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan merupakan pemaparan

hasil penenelitan serta analisis terhadap hasil penelitian. Bab V Penutup, berisi

tentang; kesimpulan dan saran-saran ialan jawaban dari pertanyaan penelitian

dan saran bagi pihak terkait.
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BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan peneliti, ada beberapa penelitian yang fokus

materinya hampir sama, namun belum ada penelitian persis sama dengan

penelitian ini. Di antaranya penelitian yang dimaksud diantaranya:

A. Muliany Hasyim, Pelaksanaan Prinsip Memperketat Perceraian di

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam Perspektif

Maqâṣid Al-Syari‘ah, Disertasi yang diajukan kepada Program Pascasarjana

Fakultasa Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Membahas prinsip

memperketat perceraian dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan yang merupakan pencapaian tujuan perkawinan yaitu termasuk

tujuan hukum Islam (Maqâṣid Al-Syari‘ah). Ide sentral Maqâṣid Asy-syari‘ah

adalah kemaslahatan dengan cara memenuhi kebutuhan darûriyat, memelihara

pokok pilar (al-maqâsid al-khomsah) yaitu hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-

‘aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mâl. Ada dua rumusan masalah yaitu (1)

menganpa perlu memperketat perceraian sebagaimana prinsip dalam Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) bagaimana pelaksanaan

prinsip memperketat  terjadinya percaraian di wilayah hukum Pengadilan

Tinggi Agama (PTA) Semarang dalam perspektif Maqâṣid Al-Syari‘ah.

Kesimpulan yang diperoleh adalah pertama, Perlu memperketat perceraian

yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

karena perkawinan adalah akad yang sangat kuat mīṡâqan galīẓan, yang
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mempunyai hubungan erat dengan agama, perkawinan bukan saja unsure

jasmani tetapi juga unsure batin, memperketat perceraian untuk mewujudkan

rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah dan rahmah,

menekan eskalasi perceraian sekaligus mengurangi dampak negative terhadap

anak; kedua, Hakim Pengadilan Agama dalam wilayah hukum PTA Semarang

dalam memeriksa perkara perceraian telah menerapkan prinsip memperketat

perceraian, memaksimalkan lembaga mediasi dan mengoptimalkan lembaga

hakam untuk mewujudkan tujuan perkawinan jika berhasil damai perkara

dicabut, jika ternyata tidak alasan perkara tidak diterima No (niet

ontvankelijke verklart), jika tidak dapat membuktikan perkara ditolak. Dan

jika terbukti, terdapat alasan perceraian yang cukup, upaya damai tidak

berhasil serta menerapkan teori kemaslahatan, sebagai ide sentral Maqâṣid Al-

Syari‘ah, gugatan perceraian dikabulkan pertimbangan menolak mafsadah itu

sudah merupakan kemaslahatan sesuai dengan Maqâṣid Al-Syari‘ah.1

Anastasius Rico Haratua Sitanggang, Analisis Yuridis tentang Putusnya

Perkawinan Akibat Perceraian (Studi pada Pengadilan Negeri Siak Sri

Indrapura, Riau), Tesis yang diajukan kepada Sekolah Pascasarjana,

Universitas Sumatera Utara Medan. Rumusan masalah yang diangkat adalah

(1) Apakah factor-faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan karena

perceraian; (2) Bagaimana akibat hukum terhadap anak dan harta perkawinan

yang disebabkan perceraian melalui putusan Pengadilan; (3) Bagaimana

pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara perceraian. Kesimpulan

1A. Muliany Hasyim, “Pelaksanaan Prinsip Memperketat Perceraian di Wilayah
Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam Perspektif Maqâṣid Al-Syari‘ah”,
Disertasi Doktor, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,  2015.
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yang diperoleh adalah pertama, Faktor yang menyebabkan putusnya

perkawinan kerena perceraian adalah suami yang melakukan tindakan

kekerasan, kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak

lain dan suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Kedua, Status anak dibawah umur

berubah menjadi statur dibawah perwalian yang ditentukan oleh Pengadilan,

dan juga harta perkawinan yaitu harta bersama dibagi menurut ketentuan

hukum agama, hukum adat masing-masing. Ketiga, Dalam setiap persidangan

hakim selalu mengajak para pihak untuk berdamai, namun bila tidak para

pihak maka hakim akan mengadili gugatan perceraian berdasarkan Undang-

undang No. 1 Tahin 1974 tentang Perkawinan. Hakim menjatuhkan putusan

dengan pertimbangan hukum dimana gugatan yang diajukan mempunyai

bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dan memiliki dasar hukum untuk

dikabulkannya gugatan.2

Eka Susilawati, Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian di Pengadilan

Agama Pamekasan, Jurnal Nuansa, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2011.  Mebahas

faktor-faktor penyebab tergugat tidak menghadiri persidangan dan penilaian

hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh penggugat. Kesimpulan yang

diperoleh dari penelitian ini adalah: Pertama, penyebab tergugat tidak hadir. a.

Tergugat malu menghadiri persidangan; b. Pandangan masyarakat  bahwa

proses perceraian bisa beli dengan uang; c. Tergugat enggan berurusan dengan

meja hijau dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan; d. Pemahaman yang

2Anastasius Rico Haratua Sitanggang, “Analisis Yuridis tentang Putusnya Perkawinan
Akibat Perceraian (Studi pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Riau)”, Tesis, Medan:
Universitas Sumatera Utara, 2009.
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salah bahwa bercerai bisa melalui kepala desa. Kedua, Penilaian hakim

terhadap alat bukti yang diajukan penggugat. a. Hakim menilai mengacu pada

HIR maupun peraturan-peraturan yang lain; b. Dalam memutuskan perkara

perceraian Pengadilan Agama Pamekasan hanya mengacu pada alat bukti yang

diajukan oleh penggugat; c. Alat bukti yang diajukan selalu dianggap benar

oleh hakim.3

Sanyoto, Perkara Perceraian Yang Diputuskan Dengan Verstek, Jurnal

Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 2 Mei 2009. Membahas tentang gugat

perceraian artis Andhara Early terhadap suaminya Chesa David Luckmansyah

dengan Register No.1302/Pdt.G/Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang

diputus secara verstek dan isinya mengabulkan gugat Penggugat. Adapun

yang menjadi permasalah didalam penelitian ini adalah bagaimana sikap

hakim dalam menanggapi pertentang antara azas mempersulit percerai

didalam Undang-undang perkawinan dengan pasal 125 HIR/ 149 RBg yang

mempercepat penyelesaian perkawinan yang bermasalah dengan putusan

verstek. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa apabila telah

terpenuhinya syarat-syarat pada pasal 125 HIR/ 149 RBg, sedang pada isi

putusannya tergantung pada hasil pembuktian dari  penggugat dan secara

faktual proses pemeriksaan perkara sampai diputus jauh lebih cepat. Pengaruh

positif bagi pasangan suami dan isteri ialah dapat mencegah tindakan yang

dapat merusak sendi-sendi kehidupan keluarga, meski tujuan dari aspek

3Eka Susilawati, “Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Pamekasan,“dikutipdarihttps://scholar.google.co.id/scholar?q=Putusan+Verstek+Pada+Per
kara+Perceraian+di+Pengadilan+Agama+Pamekasan%2C&btnG=&hl=id&as_sdt=0%2C
, pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2016, jam. 15.20 WIB.
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hukum perkawinan sebagai hukum mareriil tidak tercapai. Peran hakim

sebagai penegak hukum yang bijaksana dalam peradilan modern bukan hanya

sebagai penegak keadilan yang “substantive” saja, tetapi dibarengi dengan

keadilan procedural ( yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku).4

Darmawati dan Asriadi Zainuddin, Penerapan Keputusan Verstek di

Pengadilan Agama, Jurnal Al-Mizan, Vol. 11 No. 1 Juni 2015, Hlm. 90-101.

Membahas tentang perbedaan antara praktisi hukum dalam hal putusan verstek

antara harus pembuktian terlebih dahulu dan tidak melalui pembuktian dalam

memutuskan putusan verstek. Dalam kesimpulannya bahwa proses keputusan

verstek dilakukan berdasarkan pasal 149 RBg, yaitu bila tergugat pada hari

yang telah ditentukan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

wakilnya, maka gugatan dapat dikabulkan dengan putusan verstek, dan

biasanya bila sidang pertama terggugat tidak hadir, maka tergugat dipanggil

sekali lagi. Bila pada persidangan berikutnya tetap tidak hadir, maka

penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka hakim dapat menjatuhkan

putusan verstek. Keputusan verstek itu dapat dibenarkan oleh peraturan

perundang-undangan dan hukum Islam, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam.5

4Sanyoto, “Perkara Perceraian Yang Diputuskan Dengan Verstek”, dikutip dari
https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=b.%09Sanyoto%2C+Perkara+Perceraian+Yang+Diputuskan+Dengan+Verstek%2C+
Jurnal+Dinamika+Hukum%2C+Vol.+9+No.+2+Mei+2009, pada hari Minggu, tanggal 4
Desember 2016, jam. 15.25 WIB.

5Darmawati dan Asriadi Zainuddin, “Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan
Agama”,dikutip dari https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=Darmawati+dan+asriadi+Zainuddin,+Penetapan+Putusan+Verstek+di+Pengadilan+
Agama,+Jurnal+Al-Mizan,+Vol.+11+No.+1+Juni+2015, pada hari Minggu, tanggal 4
Desember 2016, jam. 15.30 WIB.
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Ambo Asse, Putusan Verstek Mendominasi Putusan Perceraian

Pengadilan Agama (Analsis Khusus Pada Perkara Perceraian), Artikel

Mahkamah Agung Republik Indonesia Diretorat Jenderal Badan Peradilan

Agama, Dipublikasikan pada Senin, 26 Agustus 2013 pukul 13:23 oleh Iwan

Kartiwan. Membahas tentang tidak ada keadilan dirasa karena tidak ada

pembuktian dan diputuskan secara sepihak.6

Abd. Salam, Verstek Yang Tidak Sederhana Lagi, Artikel Mahkamah

Agung Republik Indonesia Diretorat Jenderal Badan Peradilan Agama,

Dipublikasikan pada Rabu, 02 Maret 2016 pukul 09:59 oleh Iwan Kartiwan.

Membahas bahwa praktek beracara pada pasal HIR atau Rbg dengan

kenyataan. Karena panggilan kepada pihak tergugat akan dilakukan dua

bahkan tiga kali, meskipun ketentuan perundang-undangan (Pasal 126 HIR

atau 150 Rbg7) tidak mewajibkan demikian. Hal ini tidak lepas dari prinsip

kehati-hatian dalam menerapkan hukum acara agar tidak merugikan pencari

keadilan.8

Ahmad Z. Anam, Verstek (Non-Perceraian) Tetap Harus Dibuktikan,

Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia Diretorat Jenderal Badan

Peradilan Agama, Dipublikasikan pada Kamis, 02 Oktober 2014 pukul 13:34

6Dikutip dari http://badilag.net/artikel/publikasi/artikel/perceraian-dalam-perspektif-
artis-dan-yuridis-oleh-alimuddin-132, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016, jam. 14.25
WIB.

7Dalam hal tersebut pada kedua pasal di atas ini, pengadilan negeri, sebelum
menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil
sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua dalam
persidangan kepada pihak yang datang, bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama
dengan panggilan

8Ambo Asse,“Verstek Yang Tidak Sederhana Lagi”, dikutip dari
http://badilag.net/artikel/publikasi/artikel/verstek-yang-tidak-sederhana-lagi-oleh-drs-h-abd-
salam-sh-m-h, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016, jam.  15. 05 WIB.
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oleh Iwan Kartiwan. Membahas hukum pembuktian, dari mana aliran hukum

pembuktian; apakah merujuk langsung pada aturan perundang-undangan, atau

pendepat ahli dan apakah sudah final atau masih bisa ditawar.9

Sarwohadi, Cara Penyelesaian Acara Verstek Dan Penyelesaian Verzet,

Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia Diretorat Jenderal Badan

Peradilan Agama, Dipublikasikan pada Rabu, 02 Maret 2016 pukul 09:16 oleh

Iwan Kartiwan. Membahas proses acara pada sidang verstek serta perlu

pembuktian atau tidan dan perbedaan dengan penyelesaian upaya hukum

verzer serta tahapan-tahapan dalam persidangan.10

Sarwohadi, Tergugat Dua Kali Dipanggil Sidang Tidak Hadir Apakah

Perlu Dipanggil Lagi. Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia Diretorat

Jenderal Badan Peradilan Agama, Dipublikasikan pada Senin, 26 September

2016 pukul 11:20 oleh Iwan Kartiwan. Membahas kaitannya dengan hukum

acara tetang pemanggilan tergugat ketidak telah dipanggil dua kali. Dalam ini

terdapat ketidak pastian hukum ketika dalam persidangan berikutnya tergugat

tidak dipanggil untuk sidang, sedangkan sidang tetap dilaksanakan yang hanya

dihadiri penggugat, ternyata tergugat juga hadir Karen mngertahui bahwa hari

itu akan ada lanjutan sidang perkaranya walaupun tidak dipanggil. Maka

dikatakan secara fisik kenyataan tergugat hadir di persidangan tetapi

9Ahmad Z. Anam, “Verstek (Non-Perceraian) Tetap Harus Dibuktikan”, dikutip dari
http://badilag.net/artikel/publikasi/artikel/verstek-non-perceraian-tetap-harus-dibuktikan-
oleh-ahmad-z-anam-m-s-i-2-10, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016, jam. 15. 45
WIB.

10Sarwohadi, “Cara Penyelesaian Acara Verstek Dan Penyelesaian Verzet”, dikutip
dari http://badilag.net/artikel/publikasi/artikel/cara-penyelesaian-acara-verstek-dan-
penyelesaian-verzet-oleh-h-sarwohadi-s-h-m-h-2-3, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober
2016, jam 16.14 WIB.
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kehadirannya tidak ada dasar hukumnya, karena tidak didukung dengan relaas

panggilan.11

Dari beberapa telaah pustaka yang telah peneliti lakukan, penelitian

mengenai Putusan Verstek Dalam Tinjauan Maqâṣid asy-syari‘ah (studi kasus

putusan cerai gugat perkara No. 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn di Pengadilan

Agama Sleman), belum peneliti temukan. Karena obyek kajianya berbeda

yaitu membahas bagaimana proses sebelum putusan verstek dan bagaimana

ditinjauan maqâṣid asy-syari‘ah terhadap perkara yang berhubungan dengan

putusan verstek tersbut.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Kata kawin juga disebut nikah, nikah diambil dari bahasa Arab.

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata zawaj. Dalam kamus al-

Munawwir, kata nikah disebut dengan an-nikāh (al-nikaaha tulis bhs

arab) dan al-ziwāj/ al-zawj atau al-zijah (bhs arab).12

Pengertian nikah menurut istilah syara’ sebagaiman yang

dijelaskan Jalaluddin Al-Mahalli:

13.جٍ یْ وِ زْ تَ وْ اَ احٍ كَ نْ اِ ظِ فْ لَ بِ ىءٍ طْ وَ ةِ ا حَ بَ اِ نُ مَّ ضَ تَ یَ دٌ قْ عَ 

11Sarwohadi, “Tergugat Dua Kali Dipanggil Sidang Tidak Hadir Apakah Perlu
Dipanggil Lagi”, dikutip dari http://badilag.net/artikel/publikasi/artikel/tergugat-tidak-
dipanggil-sidang-oleh-h-sarwohadi-s-h-m-h-28-4, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016
jam. 16. 20 WIB.

12 Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,
(Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1461.

13Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Muhalli, Juz III, (Indonesia Nur Asia, tt), hlm. 206.
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Artinya:

”Nikah menurut syara’ (istilah) ialah suatu akad yang
membolehkan wath’i (hubungan seksual) dengan menggunakan
lafaz inkah atau tazwij”.

Menurut Imam Syarfi’i pengertian nikah secara syara’ (istilah)

adalah:

14.امَ ا ھُ نَ عْ مَ وْ اَ جٍ یْ وِ زْ تَ وْ اَ احٍ كَ نْ اِ ظِ فْ لَ بِ ىءٍ طْ وَ كَ لْ مِ نُ مَّ ضَ تَ یَ دٌ قْ عَ 

Artinya:

“adakalanya suatu akad yang mencakup kepemillikan terhadap
wath’i dengan lafaz inkah atau tazwij atau dengan menggunakan
lafaz yang semakna dengan keduanya”.

Sedangkan pengertian nikah menurut Imam Hambali ialah:

15.اعِ تَ مْ تِ سْ لاِ اْ ةَ عَ فَ نْ ى مَ لَ عَ جٍ یْ وِ زْ تَ وْ اَ احٍ كَ نْ اِ ظِ فْ لَ بِ دٌ قْ عَ 

Artinya:

“suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz inkah atau
tazwij untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan)”.

Menurut Muhmud Yunus, perkawinan ialah ikatan antara calon

suami dan isteri untuk memenuhi hajat jenisnya sesuai yang diatur oleh

syariat.16 Menurut Zakiah Daradjat, Pernikahan adalah suatu akad atau

perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan

perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga

14Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi’i, Al-Umm, Juz. II, (Beirut: Dâr al-
Kutub al-Ilmiyah, tt), hlm. 40.

15Hariri Abdurrahman, Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah, (Beirut Libanon: Ihya al-
Turat al-‘Arabi, 1969), hlm. 3-4.

16Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung,
1990), hlm. 1.
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yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang

diridhai Allah SWT.17

Khoiruddin Nasution didalam bukunya menjelaskan perkawinan

adalah terjemahan dari kata nakaha dan zawaja.Kedua kata inilah yang

menjadi istilah pokok dalam al-Qur’an untuk menunjuk perkawinan

(pernikahan). Istilah atau kata zawaja berarti pasangan, dan istilah

nakaha berarti berhimpun. Dengan demikian, dari sisi bahasa

perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan

berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.18

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).19 Kompilasi Hukum Islam

(KHI) merumuskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misâqân galizân untuk

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.20

17Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 38.
18Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta:

ACAdeMIA+TAZZAFA,2004), hlm. 17.
19Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. Lihat Departemen

Agama, Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama,
(Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004), hlm. 100.

20Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama, Himpunan Peraturan
Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Proyek Peningkatan
Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004), hlm. 309.
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b. Dasar hukum perkawinan

Melaksanakan akad perkawinan merupakan suatu hal yang

dianjurkan oleh syara’. Dasar disyari’atkannya perkawinan/pernikahan

dalam Al- Qur’an:

1) QS. An-Nisa’ (4): 3 yang berbunyi:

               
              

        21

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya),
Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua,
tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat
berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”.22

2) QS. An-Nur (24): 32 yang berbunyi:

              
         .23

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

21QS. An-Nisa’ (4): 3.
22Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Syaamil Qur’an, 2012),

hlm. 77.
23QS. An-Nur (24): 32.
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Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui”.24

3) QS. Ar-Rum (30): 21 yang berbunyi:

                
           .25

Artimya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.26

Beberapa hadiš Nabi Muhammad Saw sebagai dasar

disyari’atkannya pernikahan, adalah:

یاَ مَعَشَرَ : رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ یَزِیْدِ 
فاَنَِّھُ أغََضُّ للِْبصََرِ وَاحَْصَنُ , جْ مَنِ اسْتطََاعَ مِنْكُمْ الباَءَتَ فلَْیتَزََوَّ , الشَّباَبِ 
وْمِ فاَنَِّھُ لھَُ وِجَاءٌ , للِْفجَْرِ  27)رواه البخارى. (وَمَنْ لمَْ یسَْتطِِعْ فعََلیَھَِ باِلصَّ

Artinya:

“Dari Abdurrahaman bin Yazid telah bersabdah Rasulullah Saw:
Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian sudah mampu
kawin, maka kawinlah. Sebab, perkawinan itu akan dapat
mempelihara pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan
siapa saja yang belum mampu untuk kawin, maka hendaklah
berpuasa. Karena itu sesungguhnya berpuasa itu dapat menekan
hawa nafsu. (HR. Bukhari)”

Tidak diperbolehkannya seseorang untuk membujang selamanya

ataupun tidak menikah selamannya dengan alasan apapun. Sangat jelas

24Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah…,hlm. 354.
25QS. Ar-Rum (30): 21.
26Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah…,hlm. 406.
27Abu Abdillah al-Bukhary, Sahih al-Bukhary, juz. VII, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/

1990 M), hlm. 3.
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Nabi Muhammad Saw mengatakan dalam sabdanya bahwa orang yang

tidak menikah (selamanya) maka bukan dikatakan ummatnya. Sesuai

dengan hadiš anas r.a. yang berbunyi:

انََّ نفَرًَا مِنْ اصَْحَابِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ : عَنْ انَسٍَ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ 
رِّ سَألَوُا ازَْوَاجَ النَّبيِِّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  , صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلھِِ فىِ السِّ

جُ النِّسَاءَ : بعَْضُھمُْ فقَاَلَ  وَ قاَلَ , لاَ اكَُلُ اللحْمَ : وَقاَلَ بعَْضُھمُْ , لا اتََزَوَّ
مَاباَلُ أقَْوَامٍ : "فحََمِدَ اللهَ وَأثَْنىَ عَلیَْھِ فقَاَلَ , رَاشِ لاَ أناَمُ عَلىَ فِ : بعَْضُھمُْ 

جُ النِّسَاءَ , قاَلوُا كَذَا وَكَذَا؟ لكَِنِّي أصَُلِّي وَانَاَمُ وَأفُْطِرُ  نْ رَغِبَ فمََ , وَاتََزَوَّ
28."عَنْ سُنَّتيِ فلَیَْسَ مِنِّي

Artinya:

“Anas r.a. meriwayatkan bahwa sekelompok orang dari sahabat
Nabi saw, bertanya kepada para isteri Nabi saw. Mengenai amalan
beliau di waktu sepi (sendiri). Lalu, sebagian dari para sahabat
tersebut itu berkata, “aku tidak akan menikahi wanita.” Sebagian
yang lain mengatakan, “aku tidak akan makan daging.” Sebagian
yang lain mengatakan, “aku tidak akan tidur diatas tikar.”
Mendengar semua itu. Rasulullah memanjatkan puji kepada Allah,
lalu bersabda,“Mengapa orang-orang mengatakan begini dan
begitu? Padahal aku ini shalat dan juga tidur; berpuasa dan juga
makan, serta aku juga menikahi wanita. Barang siapa tidak
menyukai sunnahku, dia bukanlah termasuk golonganku. (HR.
Muslim)”

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syar’at Islam.

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawina telah diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi warga Negara

Indonesia. Aturan perkawinan tersebut adalah Undang-undang No. 1

Tahun !974 tantang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum

Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang

28Muhammad Nashiruddin al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, alih bahsa Elly
Lathifah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 374.
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Penyebarluasan KHI untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan

oleh masyarakat yang memerlukannya. Peraturan ini merupakan

hukum materil dari perkawinan termasuk KHI dijadikan dasar dan

pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama. Sedang hukum acara di

Pengadilan Agama menggunakan hukum acara yang berlaku pada

Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum, kecuali yang telah

diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang

Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50

Tahun 2009.29

c. Tujuan perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang secara umum

berlaku pada setiap manusia, yakni antara laki-laki dan perempuan

sebagai proses untuk menyalurkan hasrat biologisnya dengan cara

yang baik dan benar. Allah memberikan sebuah jalan kebaikan kepada

manusia agar tercipta keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan

di dunia. Syari’at juga menjadikan hak-hak dari masing-masing

individu baik laki-laki dan perempuan beserta anak-anaknya  terjaga

dengan baik.30

Disyari’atkannya perkawinan bagi seluruh manusia khususnya

bagi kaum muslimin pastilah memiliki sebuah konsep tujuan dalam

29Pasal 54 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Departemen
Agama, Himpunan…, hlm. 261.

30As-Sayyid Sābiq, Fiqh as-Sunnah, alih bahasa Moh. Thalib, (Bandung: al-Ma’arif,
1980), hlm. 6.
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sebuah peristiwa perkawinan. Adapun beberapa tujuan dari

perkawinan dalam Islam sebagai berikut:

1) Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah

Perkawinan yang disyari’atkan dalam agama Islam bagi para

pemeluknya memiliki tujuan yang nyata terhadap keharmonisan

rumah tangganya. Tujuan tersebut tertera dalam firman Allah swt

dalam al-Qur’an surat ar-rūm ayat 21 yang berbunyi.

            
              
   .31

Artinya:

“Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah swt bahwa
Allah swt telah menciptakan bagi kamu dari dirimu sendiri
isteri-isteri, supaya kamu hidup bersama dengan dia dan
dijadikannya kasih sayang serta ketenangan diantara kamu,
dan sesungguhnya pada kejadian itu bukti kekuasaan Allah
buat golongan yang mempergunakan pikirannya.”32

Implementasi dalam sebuah konsep tujuan perkawinan juga

termanifestasikan kedalam peraturan perundang-undangan.

Beberapa diantaranya melalui undang-undang Nomor. 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan33 yang mana dapat disimpulkan, bahwa

31QS. Ar-Rūm (30): 21.
32Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah…,hlm. 406.
33Lihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehngga
perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, teapi unsur batin/rohani juga
mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubunganya



24

tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan Yang

Maha Esa.34 Konsep sakinah (ketenangan) yang terkandung dalam

Al-Qur’an sebagai ruh dalam tujuan perkawinan, dalam bahasa

Undang-undang diwujudkan dengan kata bahagia/kebahagiaan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengkonsepkan tentang

tujuan dalam sebuah perkawinan. Dijelaskan dalam pasal 3 sebagai

berikut: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.

Dari uraian di atas yang menerangkan tentang beberapa

definisi dan konsep tujuan perkawinan yang diaplikasikan melalui

rumusan Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan KHI, keduannya memunculkan rumusan yang

merupakan implementasi dari konsep tujuan perkawinan dalam Al-

Qur’an35. Keduannya juga menggambarkan rumusan yang sangat

ideal dalam mengemukakan tujuan perkawinan, yaitu untuk

mewujudkan “keluarga sakinah”.

Namun sayangnya apa yang dimaksud dengan keluarga

sakinah dalam KHI ataupun keluarga yang bahagia dalam konsep

Undang-undang masih sangat kabur (abstrak), apa kriteriannya dan

bagaimana wujudnya tidak dijelaskan. Untuk menjawab dari

dengan keturunan yang lagi pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan
pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.

34Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
35Lihat al-Qur’an surat ar-Rūm (30): 21.
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beberapa persoalan masalah konsep keluarga sakinah baik KHI

maupun Undang-undang meneruskannya dengan keharusan-

keharusan yang ditempuh dalam rangka membangun rumah tangga

yang sakinah tersebut.36 Yaitu adanya persyaratan bagi masing-

masing pihak dan langkah-langkah yang harus ditempuh sesuai

dengan tanggung jawabnya masing-masing.37

2) Reproduksi dan Regenerasi

Konsep tujuan perkawinan dalam hal reproduksi guna

mendapatkan keturunan yang berlanjut pada kelangsungan

keturunan, telah banyak disebutkan dalam Al-Qur’an diantara

didalam surat an-Nisa’ (4): 1 yang berbunyi.

             
           
  …38

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu
yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari
padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada
keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan
perempuan yang banyak.”39

36Mukhlishin Muzarie, Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern, Perkawinan Wanita
Hamil, Antar Agama, Sesama Jenis, Teleconference ( Cirebon: STAIC Press, 2010), hlm. 37.

37Lihat Bab XII pasal 77 dan pasal 78 KHI dan pasal (30), pasal (31), pasal (32), pasal
(33), dan pasal (34) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

38QS. An-Nisa’ (4): 1.
39Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah…,hlm. 77.
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Secara naluri alamiyyahnya bahwa manusia sebagai

makhluk di muka bumi ini jelas akan mengalami regenerasi.

Penambahan dari jumlah manusia di bumi ini merupakan

sunnatullah yang tidak bisa dipungkiri lagi, karena dengan

adanya proses regenerasi ini jelas eksistensi dari populasi

manusia akan terjaga dengan baik. Akan tetapi berbeda dengan

makhluk yamg lainnya manusia sebagai makhluk yang paling

sempurna maka ada aturan yang mengikatnya. Adalah ikatan

tali pernikahan sebagai jembatan yang menyalurkan hasrat

naluri biologis manusia, sehingga dengannya lah akan

menghasilkan keturunan yang baik. Rasulullah saw

memerintahkan kepada umatnya untuk menikah, sehingga

dengannya diharapkan akan melahirkan generasi-generasi yang

baik dan kuat. Adanya keturunan yang baik secara akhlaknya

dan kuat dalam mempertahankan hidupnya diharapkan akan

memperkuat dakwah Islam di muka bumi ini.40

3) Pemenuhan Kebutuhan Biologis dan Menumpahkan Kasih

Sayangnya.

Manusia sebagai salah satu dari jenis mahluk hidup di

muka bumi ini pada maluri dasarnya adalah memiliki rasa

nafsu ketertarikan dengan lawan jenisnya, hal ini terbagi ke

40Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000),
hlm. 17.
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dalam dua sifat yakni kebutuhan biologis (seksual) dan kasih

sayang (psikis). Dua hal tersebut merupakan naluri bawaan

manusia secara alami. Syari’at Islam dalam hal ini

mengaturnya melalui suatu ikatan suci yang disebut

perkawinan guna menjembatani kedua hal tersebut.

Pernikahan akan dapat mengakomodir kebutuhan biologis

maupun psikis manusia, sehingga naluri syahwat dan kasih

sayang manusia tersebut tidak menjadi liar dan merugikan

orang lain. Dengan pernikahan hal-hak dari keduannya juga

akan terpelihara dengan baik sehingga tercipta keharmonisan

dan keteraturan dalam hidup. Allah swt berfirman dalam Al-

Qur’an Surat Al-Baqarah:187.

             
      41

Artinya:

“Di halalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa
bercampur dengan isteri-isteri kamu, mereka itu adalah
pakaian bagi kamu, dan kamu pun adalah pakaian bagi
mereka.”42

Penyaluraan dari hasrat nafsu biologis (seksual) yang

tanpa didahului dengan sebuah ikatan suci pernikahan akan

dapat menimbulkan kerusakan di kalangan umat manusia,

terlebih dalam hal moral dan juga menimbulkan ketidak aturan

41QS. Al-Baqarah (2):187.
42Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah…,hlm. 29.
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dalam garis keturunan manusia (nasab). Belum lagi dengan

hak-hak dari salah satu pihak yang akan mudah dilanggar oleh

pihak lainnya.43 Maka disini Allah dalam memunculkan

syari’atnya jelas lah akan membawa manusia pada sebuah

konsep keselamatan dan menghilangkan kemafsadatan.

Hikmah dalam sebuah ikatan pernikahan yang tidak kalah

pentingnya adalah untuk menjalin rasa cinta dan kasih sayang

antara pasangan yang ia pilihnya. Naluri manuisawi ini jelas

terbukti ketika seseorang akan dilanda rasa cemas dan gelisah

ketika sudah memasuki umurnya yang matang, akan tetapi

pasangannya tidak kunjung ketemu. Sebaliknya apabila

seseorang telah menemukan pasangannya yaang ideal sesuai

dengan pilihan hatinyaa maka akan terasa tenang dan tentram

hatinya.44

4) Pernikahan Merupakan Jalan untuk Menghindari Perzinahan

Pada dasarnya bahwa secara fitrahnya manusia baik laki-

laki maupun perempuan telah lahir dengan dibekali nafsu

biologis (seksual) oleh Allah swt. Naluri sesual yang ada pada

diri manusia tidak bisa secara serta merta untuk dihilangkan

begitu saja, oleh karenanya manusia hanya bisa

mengendalikannya saja. Allah swt memerintahkan manusia

43Ghozali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 28.
44Mukhlishin Muzarie, Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern, Perkawinan Wanita

Hamil, Antar Agama, Sesama Jenis, Teleconference, hlm. 35.
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untuk menikah salah satunya adalah untuk menjaga nafsu

seksualnya bisa terakomodir dengan baik dan aman.

Nafsu seksual yang tidak dilandasi dengan iman melalui

ikatan pernikahan akan cenderung liar dan merugikan orang

lain. Adalah zina merupakan suatu perbuatan penyaluran nafsu

seksual diluar ikatan yang sah. Perbuatan zina akan banyak

mendatangkan kemahdaratan, maka dalam hal ini Allah swt

melarangnya dengan tegas sesuai dengan berfirmanNya dalam

al-Qur’an:

        .45

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina
itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang
buruk.”46

Hikmah dalam pernikahan salah satunya adalah sebuah

upaya Allah swt atas manusia dalam segi moralnya untuk

menjaga diri mereka dari terbukanya pintu maksiyat (al-sifah).

Dengan terpeliharanya dari maksiat tersebut maka jelas akan

menambahkan rasa iman kepada Allah SWT dan menjadikan

istiqamah dalam beribadah.47

45QS. Al-Isra’ (17): 32.
46Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah…,hlm. 285.
47Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al Tasyri’ wa Falsafatuhu (Bairut, Dār al-Fikr,

1994). J. II, hlm. 5.
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Rasulullah saw bersabda yang artinya:

“Barang siapa yang telah kawin, maka berarti telah
menjaga sebagiaan agamanya, maka hendaklah bertakwa
kepada Allah untuk sebagian yang lainnya.”48

5) Menjaga Kehormatan dan asal usul manusia

Kehormatan merupakan suatu hal yang sangat penting

untuk dijaga dalam kehidupan manusia. Dengan adanya

kehormatan yang baik yang melekat pada diri manusia maka

berimplikasi dihargainya manusia tersebut di hadapan manusia

lainnya. Kehormatan merupakan nilai jati diri manusia yang di

jaga dengan baik sehingga menghasilkan budi pekerti yang

baik, moral serta ahklak yang mulia. Baik laki-laki maupun

perempuan memiliki hak untuk dihormati oleh manusia yaang

lainnya.  Perempuan dan laki-laki akan dapat dihormati asalkan

juga menghormati dari hak-hak orang lain. Tak jarang banyak

ditemui orang-orang yang tidak menghormati hak-hak orang

lain dengan menggoda wanita baik-baik bahkan sampai ada

yang memperkosanya, hal ini diakibatkan karena dorongan

nafsu yang liar. Maka pandangan seseorang yaang bukan

muhrimnya dapat memancing pada jalan kesesatan.

Pernikahan menjadikan seseorang dapat terjaga

kehormatanya baik laki-laki maupun perempuannya, karena

ikatan itu akan menjadikan status dalam dirinya terproteks dari

48Mukhlishin Muzarie, Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern, Perkawinan Wanita
Hamil, Antar Agama, Sesama Jenis, Teleconference, hlm. 43.
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godaan-godaan pihak lainnya. Rasulullah saw bersabda yang

artinya:

“wahai sekalian pemuda, apabila kalian telah mampu
untuk kawin, maka kawinlah, karena kawin dapat
memejamkan mata dan menjaga kehormataan.”49

6) Memenuhi Panggilan Agama, Memelihara Diri dari Kejahatan

dan Kerusakan

Setiap orang yang menjalankan perintah agama dalam hal

ini adalah syari’at Allah swt dan Rasulullah saw maka dari

perilaku itu disebut ibadah, tak terkecuali dalam hal ini adalah

menikah merupakan ibadah. Seseorang yang telah

melangsungkan pernikahannya pada dasarnya telah

menjalankan perintah agamanya.50

Pada dasarnya syari’at Allah swt yang dibawa oleh

Rasulullah saw merupakan suatu ajakan kemanfaatan yang

sangat luar biasa (manfaat) dan menghindarkan dari sifat

kemahdaraatan (kerusakan). Dalam hal pernikahan bahwa

seseorang yang menikah berarti selain dia beribadah kepada

Allah, dia dapat kemanfaatan yang banyak dari itu. Beberapa

manfaatnya seperti terpelihara dari perbuatan zina, terpelihara

keluarganya dari kehancuran karena dengan menikah hak-hak

masing-masing terjaga dengan baik dan lain sebagainnya.

49Ibid., hlm. 43.
50Khoeruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: AC AdeMIA TAZZAFA,

2005), hlm. 47.



32

Pernikahan dapat menjauhkan diri seseorang dan

keluarganya dari sifat kemahdaraatan atau yang

membahayakan (kerusakan). Laki-laki yang menikah

cenderung akan lebih bisa menjaga pandangaannya dan

sebaliknya pula orang lain tidak akan mengganggunya karena

statusnya sudah menikah. Menikah juga akan memproteks

perempuan dari gangguan orang lain dan juga mengangkat

derajat kehormatannya karena ada status suami yang akan

melindungi dan menjaganya.

d. Hak dan kewajiban suami isteri

Dengan penikahan maka terbentuklah keluarga, dan keluarga

adalah jiwa serta tulang punggung masyarakat. Keluarga yang sakinah

mawaddah dan rahmah akan membentuk masyarakat yang tentram.

Dalam mengupayakan terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera

secara hakiki pada konstalasi suatu ummat atau bangsa maka yang

mendasar adalah terwujudnya pelaksanaan tanggung jawab dan

kewajiban suami isteri dalam kehidupan keluarga yang rukun dan

bahagia. Hendaknya suami isteri memahami hak dan kewajiban

masing-masing dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, rasa

cinta, penuh rasa kasih sayang dan saling menghormati.

Hak merupakan sesuatu yang dituntut oleh seseorang setelah

terlaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dalam pernikahan tentunya

hak ini akan dimiliki oleh pihak laki-laki (suami) maupun perempuan



33

(isteri). Menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa hak-hak dalam

perkawinan itu terbagi ke dalam tiga bagian yakni: hak bersama, hak

isteri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi

kewajiban isteri.51

Suami isteri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik

dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama

dalam masyarakat. Adanya hak dan kedudukan yang seimbang ini

dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan

menegakkan rumah tangga yang diharapkan menjadi dasar dari

susunan masyarakat. Dalam pembinaan rumah tangga itu, diperlukan

saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan

lahir batin.52

Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telalh

ditentukan oleh Undang-undang, aturan dan sebagainya),53 sedangkan

kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan.54 Dengan adanya

perkawinan maka secara hukum timbul hak dan kewajiban serta terikat

adanya hak dan kewajiban suami isteri. Kewajiban suami adalah

sesuatu yang harus suami laksanakan dan dipenuhi untuk isterinya.

Kewajiban isteri adalah sesuatu yang harus isteri laksanakan untuk

suaminya. Bagitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu

51Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2004),
hlm. 53.

52K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982),
hlm. 33.

53Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm.
381.

54Ibid., hlm. 1266.
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yang harus diterima suami dari isterinya, sedangkan hak isteri adalah

sesuatu yang harus diterima isteri dari suaminya. Dengan demikian

kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk

memenuhi hak isteri dan kewajiban yang dilakukan isteri merupakan

upaya untuk memenuhi hak suami, sesuai hadiš Nabi saw yang

berbunyi:

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ عَنْ سُلیَْمَانَ بْنِ عَمْرِوبْنِ الأحَْوَصِ 

55)رواه الترمذى. (عَلیَْكُمْ حَقاّوَلنِسَِائكُِمْ , ألاََ انَِّ لكَُمْ عَلىَ نسَِائكُِمْ حَقاّ: 

Artinya:

“Dari Sulaiman bin Amr bin al-Ahwas, Rasulullah saw. telah
berkata: Ketahuilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang
harus (wajib) ditunaikan oleh isteri kalian, dan kalian pun
memiliki hak yang harus (wajib) kalian tunaikan. (HR. At-
Tirmizi)”

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami isteri diatur dalam

pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.56 Demikian pula tentang harta bersama, terdapat hak

bersama yang diatur dalam Pasal 35 sampai 37.57

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban suami isteri

dijelaskan sebagai berikut:

55Abu Isa Muhammad Ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, juz III, (Kairo: Dār al-Kutub al-
Misriyah, 1978), hlm. 459.

56 Departemen, Himpunan, hlm. 108.
57 Ibid., hlm. 108-109.
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1) Pasal 77:58

a) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang
menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.59

b) Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia
dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

c) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan
memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan
jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan
agamanya.

d) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
e) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing

dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

2) Pasal 78.60

a) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
b) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan

oleh suami isteri bersama.

Mengenai kewajiban suami terhadap isteri, KHI menegaskan

bahwa kewajiban suami terhadap isteri dijelaskan secara rinci dalam

Pasal 180, sebagai berikut:61

58 Ibid., hlm. 316.
59 Yunasril Ali menyatakan keluarga sakinah dalam perspektif al-Qur’an dan hadis

adalah keluarga yang memiliki mahabbah, mawaddah, rahmah, dan amanah. Lihat Yunasril
Ali, Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia, (Jakarta: serambi, 2002), hlm. 200. Menurut
M. Quraish Shihab kata sakinah terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf sin,
kaf, dan nun yang mengandung makna “ketenangan” atau antonym dari kegoncangan dan
pergerakan. Sebagai bantuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara
pada makna sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Misalnya, rumah dinamai maskan
karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan
boleh jadi mengalami kegoncangan diluar rumah. Menurut M.Quaraish Shihab keluarga
sakinah tidak dating begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan,
dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan demikian juga
mawaddah dan rahmah bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk
aktifitas. Memang al-Qur’an menegaskan bahwa tujuan disyari’atkannya pernikahan adalah
untuk mencapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis
melahirkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pendapat M. Quraish Shihab tersebut,
menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indicator sebagai berikut: pertama, setia
dengan pasangan hidup, kedua, menepati janji, ketiga, dapat memelihara nama baik, saling
pengertian, keempat, berpegang teguh pada agama. Lihat M. Quraish Shihab, Perempuan,
(Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 136 dan 141.

60Departemen Agama, Himpunan…, hlm. 326.
61 Ibid., hlm. 327.
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1) Suaminya adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah
tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang
penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

2) Suami wajib melindungi isterinya dam memberikan segala sesuatu
keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan
memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan
bermanfaat bagi agama dan bangsa.

4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan

bagi isteri dan anak;
c) Biaya pendidikan bagi anak.

5) Kewajiban suami terhadapa isterinya seperti pada ayat (4) huruf a
dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari
isterinya.

6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap
isterinya sebagimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

7) Kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (2) gugur apabila
isteri nusyuz.

Tentang tempat kediaman, ditegaskan dalam Pasal 81 KHI. 62

1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-
anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam iddah.

2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri
selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah
wafat.

3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-
anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman
dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan
harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat
rumah tangga.

4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan
kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan
tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga
maupun sarana penunjang lainnya.

Mengenai kewajiban isteri terhadap suami, KHI menegaskan

bahwa kewajiban isteri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:

62 Ibid., hlm. 328.



37

1) Pasal 83,63 Kewajiban Isteri

a) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin
kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh
hukum Islam.

b) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga
sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

2) Pasal 8464

a) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan
kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83
ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.

b) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap
isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak
berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali
sesudah isteri tidak nusyuz.

d) Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus
didasarkan atas bukti yang sah.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun tentang Perkawinan dan KHI

sebagimana tersebut di atas menjelaskan tentang hak dan kewajiban

suami isteri, dan hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi

tiga, yaitu hak bersama (hak suami isteri), hak isteri yang menjadi

kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri.

Berdasarkan pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan

kewajiban suami isteri yang diatur dalam KHI menunjukkan bahwa

suami isteri mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda,

tetapi dengan tujuan yang satu, yaitu tercapainya kebahagiaan rumah

tangga atau terwujudnya rumah tangga dan keluarga sakinah,

mawaddah, dan rahmah. Tidak itu saja, hubungan kedudukan tersebut

63 Ibid.,
64Ibid., hlm.328-329
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juga mengandung rasa keadilan, sekaligus sangat potensial untuk

dikembangkan dalam menghadapi perubahan-perubahan cepat yang

terjadi dalam masyarakat.65

Kunci ketentraman, suami dan isteri sama-sama menjalankan

tanggung jawabnya masing-masing. Dengan demikian, tujuan hidup

berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu

sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jauh dari kemelut rumah

tangga yang berujung dengan perceraian. Tetapi kenyataan, baik suami

maupun isteri banyak yang melalaikan kewajibannya, sehingga timbul

perselisihan, pertengkaran, terjadi kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT), salah satu pihak meninggalkan pasangannya sehingga tidak

sedikit pasangan suami isteri mengakhiri perkawinannya yang

berujung perceraian di Pengadilan. Disinilah letak pentingnya suami

isteri harus melaksanakan kewajibannya karena meninggalkan

kewajiban berdampak kepada putusnya perkawinan, hal ini diatur

dengan ketentuan Pasal 77 ayat (5) KHI menegaskan: Jika suami atau

isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan

gugatan kepada Pengadilan Agama.66

2. Perceraian

a. Pengertian perceraian dan Dasar

Tujuan perkawinan pada umumnya adalah untuk membina rumah

tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal abadi yang dalam bahasa Al-

65Bushtanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar, Sejarah,
Hambatan dan Prospeknya, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 120.

66Departemen Agama, Himpunan…, hlm. 326.
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Qur’annya adalah sakinah mawaddah wa rahmah.67 Akan tetapi,

proses kehidupan yang terjadi terkadang tak jarang tidak sesuai dengan

apa yang diimpikan. Hambatan serta rintangannya pun bermacam-

macam dan datang dari segala penjuru. Apabila dalam perkawinan itu,

sepasang suami dan istri tidak kuat dalam menghadapinya, maka

biasanya jalan yang ditempuh adalah perpisahan yang secara hukum

dikenal dengan perceraian.

Perceraian/ talak dari kata ithlaq yang artinya melepas atau

meninggalkan. Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan

perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.68

Ajaran talak, dijumpai di dalam beberapa ayat Al-Qur’an, seperti

Surat At-Talaq ayat 1 yang berbunyi:

                  
  …69

Artinya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya”70

67 Ibid., hlm. 53.
68As-Sayyid Sābiq, Fiqh as-Sunnah, alih bahasa Moh. Thalib, (Bandung: al-Ma’arif,

1980), hlm. 7.
69QS. At-Thalaq (65): 1.
70Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah…,hlm. 558.
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Selanjutnya Surat Al-Baqarah ayat 230:

               
          
            71

Artinya:

“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua),
Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin
dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu
menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami
pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya
berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah
hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau)
mengetahui”.72

Tinjauan secara filosofis, bahwa Allah SWT memberikan

lembaga talak kepada suami-istri adalah sebagaia pintu darurat. Hal ini

sesuai dengan hadiš Nabi Saw yang berbunyi:

وَسَلَّم قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الله عَلیَْھِ : عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْھمَُا قاَلَ 
حَھُ , رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَبْنُ مَاجَھ" الِىَ اللهِ الطَّلاَقُ أبَْغَضُ الحَلالَِ : " وَصَحَّ

حَ أبَوُحَاتِمٍ ارِْسَالھَُ , الحَاكِمُ  73.وَرَجَّ

Artinya:

“Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Perbuatan
halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. Riwayat Abu Dawud
dan Ibnu Majah. Hadits Shohih menurut Hakim. Abu Hatim lebih
menilainya hadits mursal”.

71 QS. Al-Baqarah (2): 230.
72 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah…,hlm. 36.
73Ibnu Hajar Atsqalani, Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, Alih bahasa Masdar

Helmy, Tarjamah Hadiš Bulughul Maram, Cet. 3, (Bandung: Gema Risalah Press, 1994),
hlm. 359.
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Allah SWT memahami sifat dan karakteristik manusia yang

mempunyai hati yang bersifat tidak konsisten.74 Hari ini boleh jadi

rindu kepada istri tetapi besok merasa benci. Suami Isteri adalah

perpaduan dua insan yang berbeda latar belakang keluarga, berbeda

latar belakang pendidikan, berbeda latar belakang emosional, dan

banyak lagi perbedaan, dan berangkat dari perbedaan tersebut mereka

membina rumah tangga. Berawal dari niat yang tulus membina rumah

tangga tak dapat dihindari, dari hari ke hari suasana dalam rumah

tangga bukan bertambah sejuk, tetapi menjadi suasana yang menjurus

kepada perceraian.75

Karena itu, Allah Maha bijaksana memberi jalan keluar kemelut

rumah tangga semacam itu melalui lembaga cerai. Suami dapat

menjatuhkan talak terhadap istrinya sebanyak dua kali, dengan harapan

talak yang pertama cukup menjadi pelajaran untuk introspeksi diri

dalam mencapai masa depan yang lebih baik, sebab harus disadari

bahwa ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat kokh lagi kuat

(misâqân galizân).76 Jika tidak berhasil, maka suami boleh

menjatuhkan talak kedua. Diharapkan juga suami isteri dalam masa

iddah itu mau berpikir dalam memahami karakter masing-masing

sehingga punya ketetapan hati untuk membina rumah tangga sakinah

untuk yang kedua kalinya. Jika setelah rujuk pun tidak tercapai rumsh

74M. Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial),
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),  hlm. 65.

75Ibid.,
76 M. Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia...., hlm. 66.
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tangga sakinah, maka suami diperkenankan menjatuhkan talak terakhir

(talak tiga), dan tidak ada hak rujuk lagi.77

b. Putusnya Pekawinan

Para ulama klasik juga telah membahas masalah putusnya

perkawinan di dalam lembaran kitab-kitab fiqih. Sebagaimana telah

dikutip Khoiruddin Nasution, menyebutkan menurut Imam Malik

sebab-sebab putusnya perkawinan adalah talak, khuluk, khiyar/fasakh,

syiqaq, nusyuz, ila’, dan nizar. Imam Syafi’i menuliskan sebab-sebab

putusnya perkawinan adalah talak, khuluk, fasakh/khiyar. Syiqaq,

nusyuz. Ila’, zihar dan li’an. As-Sarakshi juga menuliskan sebab-sebab

perceraian yaitu talak, khuluk, ila’ dan zihar.78

Putusnya perkawinan disebutkan dalam pasal 38 Undang-undang

Perkawinan dan Pasal 113 KHI, karena (a) kematian, (b) perceraian

dan, (c) atas putusan pengadilan. Pada Pasal 114 KHI dijelaskan

putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi

karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, perceraian yang

disebabkan karena talak yaitu diawali dengan permohonan izin talak

yang diajukan oleh suami (Pemohon) hendak menceraikan isterinya

(Termohon) dan perceraian atau cerai gugat yang disebabkan oleh

adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri (Penggugat) dan

suami disebut (Tergugat), berberda dengan Undang-undang

77 Ibid., hlm. 65-66.
78Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-

undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: seri INIS
XXXIX, 2002, hlm. 203.
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perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang tidak mengenal istilah talak dan

hanya mengenal gugatan perceraian.79

Menurut K. Wancik Saleh, dari ketentuan-ketentuan tentang

perceraian dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41) dan tentang Tata Cara

Perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan (Pasal 14 sampai dengan

Pasal 36).  Hal ini terbaca dalam penjelasan Pasal 14 Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975. Pasal ini berikut Pasal-pasal

14, 15, 16, 17, dan 18 mengatur tentang cerai talak. Dapat ditarik

kesimpulan bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan ada dua macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai

gugat.80

Meskipun tetang talak atau putusnya perkawinan dengan sebab-

sebab putusnya perwinan sebagaimana tersebut di atas, tapi dapat

dikatakan pada prinsipnya Islam tidak member peluang untuk

terjadinya perceraian kecuali hal-hal yang darurat, terjadinya

perceraian karena dipandang sebagai jalan terbaik (pintu darurat) dan

harus dilakukan di depan sidang pengadilan yang disertai alasan

perceraian serta melalui proses yang telah ditentukan.81

79Baca Penjelasan Umum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
angka 4 huruf (e) dan Pasal 39, Pasal 19 Peraturan Pemerintah N0. 9 Tahun 1975, Pasal 114,
115 dan 116 KHI.

80K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia…, hlm. 37.
81Baca Penjelasan Undang-undang Perkawinan angka 4 haruf (e) dan Pasal 39

Undang-undang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 115
dan Pasal 116 KHI. Lihat, Departemen Agama, Himpunan…, hlm. 109, 120, 133 dam 335.
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Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat

terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, perceraian

yang disebabkan karena talak yaitu diawali dengan permohonan izin

talak yang diajukan oleh suami (Pemohon) hendak menceraikan

isterinya (Termohon) dan perceraian atau cerai gugat yang disebabkan

oleh adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri (Penggugat)

dan suami disebut (Tergugat), berbeda dengan Undang-undang

perkawinan yang tidak mengenal istilah talak dan hanya mengenal

gugatan perceraian.82

3. Verstek

a. Pengertian verstek

1) Istilah

Dalam masalah verstek ada yang mempergunakan istilah “hukum

acara tanpa hadir”. Sedangkan Soepomo menyebut “acara luar hadir”

(verstek). Di lain pihak, Subekti tetap menggunakan istilah aslinya,

tetapi tulisannya “perstek” bukan “verstek”.

Istilah “acara luar hadir” dijumpai juga dalam kamus hukum

sebagai terjemahan dari verstek procedure, dan verstekvonnis diberi

istilah putusan tanpa hadir atau putusan di luar hadir tergugat dan

penggugat.

Namun baik dalam penulisan dan praktik peradilan, sudah baku

dipergunakan kata verstek. Penulisannya pun tidak diubah menjadi

82Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975: Gugatan perceraian
diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya
meliputi tempat kediaman Tergugat. Lihat, Departemen Agama. Himpunan, hlm. 133.
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perstek, tetapi tetap dipergunakan sebagaimana aslinya, yaitu verstek.

Oleh karena, berdasarkan pengamatan, istilah itu sudah diterima dalam

khasanah teminologi hukum Indonesia.83

2) Pengertian

Mengenai pengertian verstek, tidak terlepas kaitannya dengan

fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang

disengketakan, yang member wewenang kepada hakim menjatuhkan

putusan tanpa hadirnya penggugat dan tergugat. Sehubungan dengan

itu,  pesoalan verstek tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 124

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)84 (Pasal 77 Reglement of

de Rechtsvordering (Rv)85) dan Pasal 25 ayat (1) Het Herziene

Indonesisch Reglement (HIR) (Pasal 73 Rv).86

Perbedaan terjadi dengan pendapat yang lain. Secara terminologi,

kata verstek diartikan “pernyataan bahwa tergugat tidak datang pada

hari sidang pertama”.87 Begitupun menurut Retnowulan Sutantio dan

Iskandar Oeripkartawinata yang mengatakan bahwa verstek adalah

pernyataan tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum acara

harus datang.88

83M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Gugugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 381.

84Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) adalah hukum acara dalam persidangan
perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura.

85Reglement of de Rechtsvordering (Rv) adalah hukum acara perdata yang berlaku
bagi orang 'Eropa' dan 'Timur Asing' yang berada di Indonesia.

86Ibid.,
87Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia…, hlm. 80.
88Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam

Teori dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 25.
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Dari pengertian-perngertian diatas dapat disimpulkan bahwa

verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena tergugat

tidak hadir pada proses persidangan pertama dengan tanpa

memberikan keterangan atau kuasa yang telah dipanggil secara resmi

atau patut.

b. Dasar Hukum Verstek

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, di samping

sebagai Peradilan Khusus, yakni Peradilan Islam di Indonesia, yang

diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan Negara, untuk

mewujudkan hukum materiil Islam dalam batas-batas kekuasaannya.89

Bagi Peradilan Islam, prinsip semua harus hadir itu dapat

dipahami dari hadiṡ Rasulullah saw:

نِ لاَ جُ رَ كَ یْ لَ ى اِ ضَ اقَ ا تَ ذَ اِ مَ لًّ سَ وَ ھِ یْ لَ عَ ى اللهُ لَّ صَ اللهِ لُ وْ سُ رَ الَ قَ يِّ لِ عَ نْ عَ 

ي ضِ قْ تَ فَ یْ كَ يْ رِ دْ تَ فَ وْ سَ فَ رِ لاخَ اْ مَ لاَ كَ مض سْ ىّ تَ تَ حَ لِ وَّ لأَ لِ ضِ قْ تَ لاَ فَ 

90.دُ عْ بَ یاًّ اضِ قَ تُ لْ ا زِ مَ فَ يٌّ لِ عَ الَ قَ 

Artinya:

"Dari Ali bin Abi Talib, ia berkata Rasulullah Saw. Telah
bersabda, apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan maka
janganlah engkau memutus hanya dengan mendengarkan
keterangan satu pihak saja sehingga engkau mendengarkan
keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan
mengetahui bagaimana seharusnya memutus. Ali berkata, tetaplah
saya sebagai hakim sesudah itu. H.R. Ahmad, Abu Dawud,

89Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2010), hlm. 20.

90Abi Isa Muhammad, Sunan Al-Tirmidzi, (Beirut: Daar Al-Fikri, 2001), juz. III, hlm.
63.
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Tarmidzy dan dihasankan dan dikuatkan oleh Ibn Al-Madiny dan
disahihkan oleh Ibn Hibban".91

Apabila pihak-pihak kemungkinan ada yang tidak hadir dengan

berbagai sebab dan keadaannya atau bahkan mungkin ada yang

membangkang, maka demi kepastian hukum, cara-cara pemanggilan

sidang diatur kongrit sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsip,

perkara tetap dapat diselesaikan.

Sedangkan dasar hukum yang memperbolehkan memutus dengan

putusan verstek adalah sebagaimana hadiš Nabi Saw:

لُ وْ سُ ى رَ لَ عَ انَ یَ فْ ي سُ بِ اَ تُ أَ رَ مْ اِ ةَ بَ تْ عُ تُ نْ بِ دٌ نْ ھِ تْ لَ خَ دَ تَ الَ قَ ةَ شَ ائِ عَ نْ عَ 

لاَ حٌ یْ حِ شَ لٌّ جَ رَ سُفْیاَنَ ابَ اَ نَّ اِ اللهِ لَ وْ سُ ارَ یَ تْ الَ قَ م فَ لَّ سَ وَ ھِ یْ لَ عَ ى اللهُ لَّ صَ اللهِ 

َ اِ يَّ نِ بَ يْ فِ كْ یَ وَ يْ نِ یْ فِ كْ یَ ا مَ ةِ قَ فَ النَّ نَ مِ يْ نِ یْ طِ عْ یُ  رِ یْ غَ بِ ھِ الِ مَ نْ مِ تُ ذْ خَ ا اَ مَ لاَّ

ا مَ فِ وْ رُ عْ مَ الْ بِ ھِ الِ مَ نْ مِ يْ ذِ خُ الَ قَ ؟ فَ احٍ نَ جُ نْ مِ كَ لِ ى ذَ فِ يَّ لَ عَ لْ ھَ فَ ھِ مِ لْ عِ 

92.كَ یْ نِ بَ يْ فِ كْ یَ وَ كِ یْ فِ كْ یَ 

Artinya:

"Dari ‘Aisyah, ia berkata, hindun binti Utbah, isteri Abi Sufyan
datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata. Ya Rasulullah
sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia
tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi bagi diri saya
dan anak saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya
tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu?
Maka sabda  Rasulullah, ambilah dari hartanya apa yang
mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut".93

91Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama…, hlm. 102-104.
92Abi Al-Husain Muslim, Shahih Muslim, (Jakarta: Daar Al-Kitab Al Alamiyah,

1998), juz. III, hlm. 146.
93Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama…, hlm. 106.
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Putusan Rasulullah kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi

Sufyan ketika itu jauh di perantauan, maka putusan Rasulullah itu

dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat

(verstek).94

Mengenai verstek, sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara

di pengadilan, dan hal tersebut tidak terlepas dari penjatuhan putusan

atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada

hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat.

Persoalan verstek tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ada di

Pasal-pasal berikut:

1) Pasal 125 Ayat (1), (2), (3), (4) HIR

a) Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang
pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain
menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima
dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau
nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak
atau tiada beralasan.

b) Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut
pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa
Pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka
meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah
Pengadilan Negeri mengambil keputusan tentang eksepsi
tersebut, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi
tidak dibenarkan, Pengadilan Negeri boleh memutus perkara
itu.

c) Jika tuntutan diterima, maka keputusan pengadilan atas
perintah ketua, harus diberitahukan kepada si terhukum, dan
harus diberitahukan kepada si terhukum, dan harus diterangkan
pula kepadanya, bahwa ia berhak mengajukan perlawanan
terhadap keputusan tak hadir di muka majelis pengadilan itu
dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan pada pasal 129.

d) Panitera pengadilan akan mencatat di bawah keputusan tak
hadir itu, siapa yang diperintahkan menyampaikan

94Ibid.,
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pemberitahuan dan keterangan itu, baik dengan surat maupun
dengan lisan.

2) Pasal 126, 127,dan 128 HIR
a) Pasal 126

Berdasarkan pada pasal di atas, Pengadilan Negeri sebelum
menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak
yang tidak datang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada
hari persidangan lain, yang akan diberitahukan oleh ketua
dalam persidangan kepada pihak yang datang; bagi pihak yang
datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan.

b) Pasal 127
Jika seorang atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh
orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan
perkara akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain,
yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan
dalam persidangan kepada pihak yang hadir, dan bagi mereka
pemberitahuan itu sama dengan panggilan; sedang si tergugat
yang tidak datang, atas perintah ketua, harus dipangil sekali
lagi untuk menghadap pada persidangan yang lain. Pada hari
itulah perkara itu diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi
sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak
boleh diadakan perlawanan keputusan, yang terhadapnya tak
boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran.

c) Pasal 128
(1) keputusan hakim yang dijatuhkan dengan keputusan tanpa

kehadiran, tidak boleh dijalankan sebelum lewat 14 hari
sesudah pemberitahuan tersebut pada pasal 125.

(2) Jika sangat perlu atas permintaan penggugat entah
permintaan lisan atau tertulis, ketua boleh memerintahkan
supaya keputusan hakim itu dilaksanakan sebelum lewat
jangka waktu itu, entah dalam keputusan itu atau sesudah
keputusan itu dijatuhkan.

d) Pasal 149 Ayat (1), (2), (3), (4) RBg
(1) Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang

meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak
mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa
kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut
Pengadilan Negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai
dasar hukum atau tidak beralasan.

(2) Bila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud
dalam pasal 145 mengajukan sanggahan tentang
kewenangan Pengadilan Negeri itu, maka Pengadilan
Negeri meskipun tergugat tidak hadir dan setelah
mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang
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sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu dibenarkan,
mengambil keputusan tentang pokok perkaranya.

(3) Apabila dalam hal gugatan dikabulkan, maka keputusan
Pengadilan Negeri itu atas perintah ketua pengadilan negeri
diberitahukan kepada pihak tergugat yang tidak hadir
dengan sekaligus diingatkan tentang haknya untuk
mengajukan perlawanan dalam waktu serta dengan cara
seperti ditentukan dalam pasal 163 kepada Pengadilan
Negeri yang sama.

(4) Panitera dibagian bawah surat keputusan Pengadilan Negeri
tersebut dibubuhkan catatan tentang siapa yang ditugaskan
untuk memberitahukan keputusan tersebut dan apa yang
telah dilaporkannya baik secara tertulis maupun secara
lisan.

e) Pasal 150, 151, 152, 153 Rechtsreglement voor de
Buitengewesten (RBg)95

(1) Pasal 150
Kejadian-kejadian dalam pasal tersebut di atas, sebelum
mengambil sesuatu keputusan maka Ketua Pengadilan
Negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi
pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari
yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak
yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan
untuk menghadap lagi.

(2) Pasal 151
Bila diantara beberapa tergugat ada seorang atau lebih yang
tidak datang menghadap dan tidak ada yang menjadi
wakilnya, maka pemeriksaan perkara ditunda sampai suatu
hari yang ditetapkan sedekat mungkin. Penundaan itu di
dalam sidang diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir
dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan,
sedangkan tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar
dipanggil lagi. Kemudian perkara diperiksa dan terhadap
semua pihak diberikan keputusan dalam satu surat putusan
yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan.

(3) Pasal 152
(a) putusan-putusan tanpa kehadiran tergugat (verstek)

tidak dapat dilaksanakan sebelum lewat empat belas
hari setelah diperingatkan seperti dimaksud dalam pasal
149.

(b) Dalam keadaan yang mendesak, pelaksanaan putusan
dapat diperintahkan sebelum tenggang waktu itu lewat,

95Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) adalah Hukum Acara Perdata bagi
daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura.
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baik hal itu dengan menyebutnya dalam surat keputusan
maupun atas perintah ketua sesudah putusan diucapkan
berdasarkan permohonan tertulis ataupun lisan dari
penggugat.

(4) Pasal 153
(a) tergugat yang perkaranya diputus tanpa kehadirannya

dan tidak dapat menerima putusan itu dapat mengajukan
perlawanan.

(b) Jika pemberitahuan putusan itu telah diterima oleh
orang yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan
dapat dilakukan dalam tenggang waktu empat belas hari
setelah pemberitahuan itu. Bila surat keputusan itu
disampaikan tidak kepada orang yang telah dikalahkan
itu sendiri, maka perlawanan dapat diajukan sampai
dengan hari kedelapan setelah diperingatkan menurut
pasal 207, atau bila ia tidak datang menghadap untuk
diberitahu meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya
terhitung sampai dengan hari kedelapan setelah perintah
tertulis seperti tersebut dalam pasal 208 dilaksanakan.

(c) Pengadilan Negeri berwenang dalam keputusannya
untuk memperpanjang menurut keadaan
tenggangtenggang waktu seperti tersebut dalam ayat di
muka.

(d) Tuntutan dan perlawanan disampaikan dan diperiksa
dengan cara yang biasa berlaku untuk gugatan-gugatan
perdata biasa.

(e) Pengajuan tuntutan perlawanan kepada ketua mencegah
pelaksana keputusan-keputusan, kecuali bila ditentukan
dalam surat keputusannya agar dilaksanakan meskipun
ada perlawanan.

(f) Perlawanan yang membiarkan diri diputus lagi tanpa
kehadirannya dan mengajukan tuntutan perlawanan
lagi, tuntutan itu akan dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Syarat Acara Verstek

Syarat sahnya penerapan acara verstek terhadap tergugat telah

dijelaskan pada Pasal 125 ayat (1) Indonesisch Reglement (HIR) atau

Pasal 78 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) yang mengemukakan

syarat-syarat sebagai berikut:
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1) Tergugat Telah Dipanggil dengan Sah dan Patut

Tata cara pemanggilan yang sah dan patut telah dibahas

tersendiri dalam ruang lingkup pemanggilan. Ringkasan

penjelasannya sebagai berikut:

a) Yang Melaksanakan Pemanggilan Juru Sita

Hal ini dijelaskan didalam Pasal 388 jo. Pasal 390 ayat

(1) HIR. Jika pihak dipanggil berada di luar yurisdiksi relatif

yang dimiliki pengadilan, maka dilakukan berdasarkan Pasal 5

Rv, yaitu mendelegasikan kepada juru sita yang berwenang di

daerah hukum yang bersangkuta.96

b) Bentuknya dengan Surat Pemanggilan

Berdasarkan Pasal 390 ayat (1), Pasal 2 Ayat (3) Rv

pemanggilan dilakukan dalam bentuk:

(1) Surat tertulis yang disebut surat panggilan atau relaas

panggilan (bericht, report);

(2) Penggilan tidak sah dalam bentuk lisan (oral) karena

secara teknis yustisial, sangat sulit atau tidak dapat

dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan

kepentingan tergugat.

Sejauh mana cakupan makna surat surat tertulis, dapat

dipedomani ketentuan Pasal 2 ayat (3) Rv, yaitu meliputi

telegram dan surat tecatat. Khusus mengenai panggilan dalam

96M. Yahya Harahap, Hukum Acara perdata…, hlm. 384.
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perkara perceraian. Berdasarkan Pasal 27 PP No. 9 Tahun

1975, dapat dilakukan melalui media cetak atau atau media

massa pada umumnya.97

c) Cara Pemanggilan yang Sah

Ketegoti cara pemanggilan yang sah, dijelaskan dalam

Pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR atau Pasal 6 ke-7 Rv.

(1) Tempat tinggal tergugat diketahui:

(a) Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri (in

person) atau keluarganya;

(b) Penyampaian dilakukan di tempat tinggal atau tempat

domisili pilihan;

(c) Disampaikan kepada kepala desa, apabila yang

bersangkutan dan keluarga tidak diketemukan juru sita

di tempat kediaman.

(2) Tempat tinggal tidak diketahui:

(a) Juru sita menyampaikan penggilan kepada walikota

atau bupati, dan

(b) Walikota atau bupati mengumumkan atau

memaklumkan surat juru sita itu dengan jalan

menempelkan pada pintu umum kamar sidang

Pengadilan Negeri.

97 Ibid.,
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d) Pemanggilan tergugat yang berada diluar negeri

Cara pemanggilan dalam kasus ini, tidak diatur dalam

Indonesisch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de

Buitengewesten (RBg). Oleh karena itu, dalam praktik

dipedomani ketentuan Pasal 6-8 Reglement of de

Rechtsvordering (Rv). Tetapi ketentuan ini pun telah

dimodifikasi dalam bentuk melalui jalur diplomatik. Jika

tempat tinggal tergugat di luar negeri tidak diketahui, tata cara

penggilan tunduk kepada ketentuan Pasal 390 ayat (3)

Indonesisch Reglement (HIR).

e) Pemanggilan terhadap tergugat yang meninggal

Tata carany berpedoman kepada ketentuan Pasal 390 ayat

(2) HIR dan Pasal 7 Rv.

(1) Apabila ahli waris dikenal, panggilan ditujukan kepada

semua ahli waris tanpa menyebut identitas mereka satu per

satu dan panggilan disampaikan di tempat tinggal

almarhum pewaris;

(2) Apabila ahli waris tidak dikenal, panggilan disampaikan

melaui kepal desa di tempat tinggal almarhum pewaris.98

98 Ibid.,
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f) Jarak Waktu Pemanggilan dengan Hari Sidang

Supaya pemanggilan sah dan patut, harus berpedoman

kepada Pasal 122 HIR atau Pasal 10 Rv. Pasal tersebut

mengatur jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang.

(1) Dalam keadaan normal, digantungkan pada faktor jarak

tempat kediaman tergugat dengan gedung Pengadilan

Negeri:

(a) 8 (delapan) hari, apabila jaraknya tidak jauh;

(b) 14 (empat belas) hari, apabila jaraknya agak jauh, dan

(c) 20 (dua puluh) hari, apabila jaraknya jauh.

(2) Dalam keadaan mendesak

Menurut Pasal 122 HIr, dalam keadaan mendesak

jarak waktunya dapat dipersingkat, tetapi tidak boleh

kurang dari 3 (tiga) hari.99

g) Tidak Hadir Tanpa Alasan yang Sah

Syarat yang kedua, tergugat tidak datang menghadiri

panggilan sidang tanpa alasan yang sah (default without

reason). Syarat ini ditegaskan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR:

(1) Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau

(2) Tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak

mewakilinya,

99 Ibid., hlm. 385
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(3) Padalah tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak

menghiraukan dan menaati penggilan tanpa alasan yang

sah,

(4) Dalam kasus seperti itu, hakim dapat dan berwenang

menjatuhkan putusan verstek, yaitu putusan di luar sidang.

Jadi apabila tergugat in person atau wakilnya tidak hadir

memenuhi panggilan pemeriksaan di sidang pengadilan yang

ditentukan, padahal telah dipanggil dengan patut, kepada

tergugat dapat dikenakan hukum berupa penjatuhan putusan

verstek. Persyaratan itu dikenal juga dalam Common Law.

Hakim dapat menjatuhkan default judgement apabila the

defendant did not appear either in person or by counsel.

Ketentuan ini digantungkan pada syarat the defendant and

defendant’s counsel deny ever receiving any notice from the

clerk.100

h) Penerapan Alasan yang Sah

Pasal 125 ayat (1) HIR, tidak mengatur tentang hal ini.

Akan tetapi, bertitik tolak dari pendekatan kepatutan

dihubungkan dengan prinsip fair trial, tidak adil menghukum

tergugat dengan putusan verstek, apabila ketidakhadirannya

disebabkan alasan yang masuk akal (common sense) secara

objektif. Berdasarkan alasan itu, praktik peradilan

100 Ibid., hlm. 386.
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mengembangkan (enlarge) penerapan ketidakhadiran dengan

cara mengaitkannya dengan faktor alasan yang sah. Dengan

demikian, jika ketidakhadiran tergugat berdasarkan alasan yang

sah yang secara objektif diterima akal sehat maka dalam

pergaulan masyarakat, tidak dibenarkan menerapkan acara

verstek.

Pada umumnya alasan yang dianggap sah (reasonable)

antara lain:

(1) Karena sakit yang dikuatkan keterangan dokter;

(2) Berada di luar kota atau luar negeri yang didukung dengan

surat keterangan dari pihak yang berkompeten untuk itu;

(3) Sedang melaksanakan tugas menjalankan perintah atasan

yang tidak dapat ditinggalkan.

Sedemikian rupa dan sifat dan keadaan yang dialami atau

dihadapi, sehingga membuat tergugat benar-benar secara

objektif, berada dalam keadaan imposibiliti memenuhi

panggilan sidang.101

i) Yang Berwenang Menilai Alasan

Yang berhak dan berwenang menilai, apakah alasan yang

dikemukakan tergugat dapat diterima atau tidak, adalah hakim.

Penggugat boleh mengajukan pendapat bahwa alasan tidak sah

secara objektif, dan meminta hakim untuk menerapkan acara

101Ibid.,
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verstek. Meskipun demikian, yang berhak dan berwenang

penuh dijadikan patokan adalah pendekatan objektif dan masuk

akal, dihubungkan dengan prinsip fair trial, yaitu

melaksanakan proses peradilan yang jujur sejak awal sampai

akhir penyelesaian.102

j) Tergugat Tidak Mengajukan Eksepsi Kompetensi

Berdasarkan Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 121 HIR, hukum

acara memberi hak kepada tergugat mengajukan eksepsi

kompetensi (exceptie van onbevoegdheid), baik absolute

berdasarkan Pasal 134 HIR atau relatif berdasarkan Pasal 133

HIR. Apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi seperti itu,

kemudian tergugat tidak memenuhi pengadilan sidang

berdasarkan alasan yang sah, hakim dapat langsung

menyelesaikan perkara berdasarkan acara verstek.103

Sebaliknya, meskipun tergugat tidak hadir tanpa alasan

yang sah, tetapi dia menyampaikan jawaban tertulis yang berisi

eksepsi kompetensi, yang menyatakan PN tidak berwenang

mengahadiri perkara secara absolute atau relatif:

(1) Hakim tidak boleh langsung menerapkan acara verstek,

meskipun tergugat tidak hadir memenuhi panggilan;

102Ibid., hlm. 387.
103Ibid.,
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(2) Dengan adanya eksepsi tersebut, tidak perlu dipersoalkan

alasan ketidakhadiran, karena eksepsi menjadi dasar alasan

ketidakhadiran.

Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi, proses

pemeriksaan yang mesti dilakukan hakim menurut Pasal 125

ayat (2) HIR, yaitu sebagai berikut:

k) Wajib Lebih Dahulu Memutus Eksepsi

Kalau tergugat mengajukan eksepsi kompetensi dan atas

pengajuan itu dia tidak hadir di persidangan, tata tertib yang

harus dipedomani hakim:

(1) Tidak boleh langsung menerapkan acara verstek dengan

jalan menjatuhkan putusan verstek,

(2) Tindakan yang dapat dilakukan hakim:

(a) Mendengar tanggapan penggugat atas eksepsi yang

diajukan tergugat;

(b) Berbarengan dengan itu, memeriksa dan memutus

eksepsi tersbut.

l) Eksipsi Dikabulkan Pemeriksaan Berhenti

Apabila eksepsi dikabulkan, berarti Pengadilan Negeri

menyatakan diri tidak berwenang mengadili.  Dalam hal

demikian, Pengadilan Negeri harus:

(1) Menjatuhkan putusan akhir, bukan putusan sela,

(2) Diktum putusan:
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(a) Menyatakan diri tidak berwenang mengadili,

(b) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

(3) Selanjutnya menghentikan dan mengakhiri pemeriksaan

terhadap pokok perkara.

Terhadap putusan pengabulan eksepsi kompetensi,

langsung terbuka upaya banding. Hal ini ditegaskan dalam

Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 1974, bahwa

putusan Pengadilan Negeri menyatakan dirinya tidak

berwenang mengadili perkara, dianggap sebagai putusan akhir.

Oleh karena itu, terhadapnya dapat diajukan banding.104

m) Eksepsi Ditolak, Dilanjutkan dengan Acara Verstek

Jika eksepsi kompentensi yang diajukan tergugat ditolak,

berarti:

(1) Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus

perkara,

(2) Penolakan dituangkan dalam bentuk putusan sela

(interlocutory) dengan amar putusan:

(a) Menolak eksepsi tergugat, dan

(b) Menyatakan berwenang mengadili perkara.

Berbarengan dengan penolakan itu:

(1) Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara,

104Ibid., hlm. 388.
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(2) Pemeriksaan dilakukan dengan acara verstek dengan

menjatuhkan putusan vesrtek.

Cara ini yang ditegaskan dalam kalimat terakhir Pasal 125

ayat (2) HIR. Apabila eksepsi ditolak (tidak diterima) oleh

hakim, Pengadilan Negeri mengambil putusan mengenai pokok

perkara.105

d. Bentuk putusan verstek

Bentuk putusan verstek yang dijatuhkan pengadilan, terdiri dari:

1) Mengabulkan gugatan penggugat

Pada prinsipnya, apabila hakim hendak menerapkan acara

verstek, maka putusan yang harus dijatuhkan adalah mengabulkan

gugatan penggugat. Namun tanggung jawab hakim dalam

penerapan acara verstek itu sangatlah berat. Hakim mengabulkan

gugatan semata-mata berdasarkan surat gugatan yang diajukan

penggugat dengan tanpa perlawanan dan bantahan dari pihak

tergugat. hal ini telah melaui proses pemeriksaan yang luas dan

mendalam terhadap fakta-fakta yang melekat dalam sengketa.106

Oleh karena itu, tidak dianjurkan untuk menerapkan acara

verstek secara tidak bertanggung jawab. Penerapannya

dilakukannya sebagai langkah akhir (last resort). Peling tidak

105Ibid.
106M. Yahya Harahap, Hukum Acara perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 397.
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kemangkiran tergugat menghadiri sidang sudah sampai pada batas

titik toleransi, sehingga cukup beralasan menerapkannya.107

Terdapat perbedaan pendapat terhadap sejauh mana

jangkauan pengabulan yang dapat dituangkan dalam putusan

verstek.

2) Mengabulkan Seluruh Gugatan

Pendapat pertama berpendirian bahwa pengabulan

gugatan dalam putusan vestek harus meliputi seluruh gugatan yang

dikemukakan dalam petitum108 gugatan. Hakim tidak mempunyai

pilihan, selain menerapkan hal itu. Dapat dikemukakan alasan yang

mendukung pendapat ini, yaitu bertitik tolak dari penegasan Pasal

125 ayat (1) HIR itu sendiri yang mengatakan: gugatan diterima

dengan verstek, jika demikian halnya, apabila perkara diputus

melalui acara verstek, harus ditegakkan secara konsekuen

ketentuan dimaksud, yaitu mengabulkan seluruh gugatan persis

seperti yang dirinci dalam petitum gugatan.109

3) Mengabulkan Sebagian Saja

Menurut pengertian ini, memeriksa dan memutus suatu

perkara, bukanlah sekedar menyelesaikan sengketa demi

kepentingan penyelesaian itu sendiri. Penyelesaian perkara, tidak

berpatokan pada kepentingan hakim (the interest of the judge) atau

107Ibid.
108Tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh

pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri.
109Ibid.
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untuk kepentingan penggugat atau tergugat saja. Akan tetapi, titik

sentralnya adalah kepentingan keadilan (for the interest of the

justice). Misalnya, apakah adil dan bermoral mengabulkan gugatan

melalui putusan verstek apabila yang dituntut dalam petitum,

melebihi lima atau sepuluh kali jumlah yang didalilkan dalam

gugatan.

Dari penjelasan di atas, sangat objektif dan rasional

menerapkan pengabulan sebagian gugatan melalui putusan verstek.

Akan tetapi, sepanjang petitum gugatan benar-benar sesuai dengan

dalil gugatan, serta dalil gugatannya mempunyai landasan hukum

yang kuat, objektif dan rasional; dapat dibenarkan mengabulkan

seluruh gugatan. Sebaliknya, apabila cukup dasar alasan yang

dapat dikabulkan, hanya untuk sebagian, Hakim bebas dan

berwenang mengabulkan sebagian saja.110

4) Mengatakan gugatan tidak dapat diterima

Gugatan tidak dapat diterima apabila; Pertama, gugatan

tersebut melawan hukum dan kesusilaan (unlawful), dan Kedua,

tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum (no basic

reason).111

Sudikno Mertokusumo memberi pengertian, jika gugatan

tidak berdasarkan hukum, yaitu peristiwa-peristiwa sebagai dasar

110Ibid., hlm. 398.
111Ibid.
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tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan

dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard).112

5) Menolak Gugatan Penggugat

Bukan hanya terbatas pada putusan yang mengatakan gugatan

tidak dapat diterima, tetapi dapat juga berbentuk menolak gugatan

penggugat. Jika menurut pertimbangan hakim, gugatan yang

diajukan tidak didukung alat bukti yang memenuhi batas minimal

pembuktian, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek yang

memuat diktum: menolak gugatan penggugat. 113

Penolakan atas gugatan penggugat menghilangkan hak

pengugat untuk mengajukan kembali perkara tersebut untuk kedua

kalinya. Penolakan gugatan merupakan putusan yang bersifat

positif, sehingga apabila putusan berkekuatan hukum tetap, pada

putusan melekat ne bis in idem berdasarkan Pasal 1917

KUHPerdata. Sekiranya penggugat keberatan terhadap putusan

tersebut, ia dapat mengajukan banding berdasarkan Pasal 8 ayat (1)

Undang-undang No. 20 Tahun 1974.114

e. Panggilan yang Patut

1) Pengertian Pemanggilan

112Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: LIBERTY,
1988), hlm. 80.

113 M. Yahya Harahap, Hukum Acara perdata …, hlm. 399.
114Ibid.
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Kata pemanggilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

cetakan ke-1 berarti proses, perbuatan, cara memanggil.115 Arti

kata pemanggilan tersirat sebuah proses yang mana dalam

pelaksanaannya tidak terlepas dari pada aturan atau ketentuan-

ketentuan yang mengharuskan seseorang bertindak sesuai dengan

prosedur yang berlaku, terlebih lagi apabila dihubungkan dengan

konteks hukum acara perdata yang ada di Peradilan Agama.

Pengertian acara perdata, baik umum maupun agama terdapat

banyak pakar yang memberikan definisi, diantaranya :

a) Menurut MH. Tirtaamidjaja, hukum acara perdata ialah suatu

akibat yang timbul dari hukum perdata materil.116

b) Mukti Arto, hukum acara perdata agama adalah semua kaidah

hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana

melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata

agama sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil

yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.117

Menurut OK Yusli, dalam bukunya yang bejudul

permasalahan pemanggilan dan pemberitahuan pemanggilan para

pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 122 HIR dan 146 R.Bg

sangat erat kaitannya dengan keabsahan persidangan, berdasarkan

115Umi Chulsum, Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Kashiko,
2006), hlm. 505.

116K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata, HIR/R.Bg, (Jakarta, Ghalia Indonesia,
1981), hlm. 9.

117Mukti Arto, Praktik Perkara Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2003), hlm, 12
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keabsahan panggilan tersebut hakim akan memberikan penilaian

apakah sidang akan dilanjutkan atau tidak. Pemanggilan

merupakan parameter bagi hakim untuk melanjutkan sidang

selanjutnya.118Menjadi suatu keharusan bagi seorang juru sita atau

juru sita pengganti dalam praktiknya di lapangan untuk selalu

berpedoman kepada aturan-aturan tersebut agar tercapai suatu

penegakan hukum dengan menjunjung tinggi asas legalitas.

2) Pengertian Patut

Kata patut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan ke-

1 mempunyai arti layak, pantas, wajar, baik; cocok benar, sesuatu

benar, sepadan benar, wajar, masuk; sudah seharusnya, sudah

sepantasnya, sudah selayaknya; sebenarnya, tentu saja berpatutan

tidak lebih dan tidak kurang.119

Kata “patut” pengertiannya tenggang waktu antara

pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga hari

kerja, sehingga jika hari sidang tanggal 10, maka tanggal

pemanggilan minimal tanggal 6, sehingga ada 3 hari diantara

tanggal 10 dan tanggal 6 yaitu 7,8 dan 9.

118OK. Yusli, Permasalahan Pemanggilan dan Pemberitahuan Pemanggilan, (Jurnal
Pusdiklat MA RI, Volume 2 Nomor 5, 2003), hlm. 39

119W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2014), hlm. 850.
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3) Pengertian Relaas

Surat panggilan disebut juga dengan “relaas”120, relaas ini

dikategorikan akta autentik. Pada Pasal 165 HIR dan Pasal 285

R.Bg serta Pasal 1868 B.W, disebutkan bahwa akta autentik adalah

suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk

yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Demikian juga

dengan relaas panggilan, apapun yang termuat dalam relaas

dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.121

4) Pengertian Juru Sita dan Juru Sita Pengganti

Kata “juru sita” adalah terjemahan dari Bahasa Belanda “

deurwaarder”.122 Sedangkan pengertian tentang juru sita adalah

“Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar en

zelfstandig ondernemer die onder andere mensen oproept voor de

rechtbank en gerechtelijke vonnissen ten uitvoer brengt”. Menurut

Pasal 3 Ayat (1) dan (3) Bab II Keputusan Ketua Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/055/SK/X/1996 Tahun

1996 menyebutkan bahwa: Juru sita adalah Pegawai Negeri pada

Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang melakukan tugas

kejurusitaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 Ayat (1)

120Relaas (Surat Pemanggilan) adalah surat yang ditujukan kapada pada pihak yang
berperkara untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim oleh
petugas resmi yang ditunjuk  Ketua Pengadilan yang dilakukan secara resmi dan patut.

121Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
(Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 36

122Wildan Suyuthi Mustofa, Praktik Ke Juru Sitaan Pengadilan, (Jakarta: Mahkamah
Agung RI, 2002), hlm. 4.
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Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 atau Pasal 103 Ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Juru sita pengganti adalah pelaksana tugas kejurusitaan pada

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang diangkat dan

diberhentikan oleh ketua pengadilan.123

4. Maqâṣid Asy-syari‘ah

a. Maqâṣid asy-syari‘ah

Terma maqasid berasal dari bahasa arab مقاصد (maqâṣid), yang

merupakan bentuk jamak kata مقصد (maqṣad), yang bermakna

maksud,sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Terma itu berarti

telos (dalam bahasa yunani), finalite (Prancis), arau zweck (Jerman).

Maqasid hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di

balik hukum itu. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, Maqâṣid

adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (masalih) atau kemaslahatan-

kemaslahatan. Misalnya, ‘Abd al-Juwaini (w. 478 H/1185 M), salah

seorang contributor paling awal terhadap teori Maqasid menggunakan

istilah al-Maqâṣid dan al-masalih al-ammah (kemaslahatan-

kemaslahatan umum) secara bergantian.124

123Ibid., hlm. 148.
124Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, alih bahasa

Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, Cet, 1, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 32.
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Abd Hamid al-Gazali (w. 505 H/ 1111M) mengelaborasikan

klasifikasi Maqâṣid, yang ia masukan ke kategori kemaslahatan Mursal

(al-masalih al-mursalah), yaitu kemaslahatan yang tidak disebut

secara langsung dalam nas (teks suci) Islam, sebagaimana akan

dijelaskan nanti. Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 H/ 1209 M) dan al-

Amidi (w. 631 H/ 1234 M) mengikuti terminologi al-Gazali.125

Najm al-Din al- Tufi (w. 716 H/ 1216 M), tokoh yang

memberikan hak istimewa pada kemaslahatan, bahkan di atas

“implikasi langsung dari sebuah nas khusus”, mendefenisikan

kemaslahatan sebagai ‘apa yang memenuhi tujuan sang Pembuat

Syari’ah (al-Syari’),yaitu Allah Swt. al- Qarafi (w. 1285 H/ 1868 M)

mengaitkan kemaslahatan dan Maqâṣid dengan kaidah Ushul Fikih

yang mengatakan: “Suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan

pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindarkan kemudaratan”.126

Klasifikasi tradisional al- Maqâṣid meliputi 3 (tiga) jenjang

keniscayaan: al-daruriyyah (keniscayaan), al-hajjiyyah (kebutuhan)

dan al-tahsinyyah (kemewahan). Kemudian, para ulama membagi

keniscayaan menjadi 5 (lima): hifzal-din (pelestarian agama), hifzal-

125Ibid., hlm. 33.
126Ibid.
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nafs (pelestarian nyawa), hifzal-mal (pelestarian harta), hifzal-aql

(pelestarian akal) dan hifz al-nasl (pelestarian keturunan). Sebagian

ulama menambah hifzal-ird (pelestarian kehormatan) untuk

menggenapkan kelima al-maqâṣid itu menjadi enam tujuan

pokok/primer atau keniscayaan.

Maqâṣid asy-syari‘ah, secara bahasa terdiri dari dua kata yakni,

maqâṣid dan syari‘ah. Maqâṣid adalah bentuk jamak dari maqsid yang

berarti kesengajaan atau tujuan, syari‘ah berarti jalan menuju sumber

air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke

arah sumber pokok kehidupan.127

Kata maqâṣid merupakan istilah yang sangat populer dalam

kajian fiqh Islam dan hukum Islam. Terdapat banyak istilah atau nama

yang digunakan untuk menyebut maqâṣid. Di antaranya, qaṣdu asy-

syâri’ bi al-hukm (istilah ini dipakai oleh misalnya Ibn Rusyd, Ibn

Taimiyah, Ibn al-Qayyim dan al-’Amidi), Garḍu asy-syâri’ (istilah ini

dipakai oleh misalnya Ibn al-Arabi, al-Sarkhasi dan al-Syaukani), mâ

arâda asy-syâri’ bi al-hikam (istilah ini dipakai oleh misalnya al-

Syafi’i, al-Jassas dan Ibn al-Qayyim), mâ tasawwafa asy-syari’ ilaih

(istilah ini dipakai oleh misalnya al-Saiwasi), munasabat al-qiyas

(istilah ini dipakai oleh misalnya al-Razi, al-Ghozali dan al-’Amidi),

al-hikmah (istilah ini dipakai oleh misalnya al-Ghazali dan al-Razi),

al-maṣlahah (istilah ini dipakai oleh misalnya al-Zurqani, Ibn

127Totok, Kamus Ushul Fiqih, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005), hlm. 97.
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Qudamah, Ibn al-Qayyim dan al-’Amidi), al-maslahah al-mursalah

(istilah ini dipakai oleh misalnya al-Gazali).128

Yusuf Qardawi menyatakan, bahwa pengertian maqâṣid

mencakup dua pengertian. Yaitu, tujuan (al-hadaf atau al-gâyah) dan

niat. Pengertian tujuan lebih bersifat umum karena mencakup berbagai

aspek, sementara niat lebihi bersifat individu karena terkait dengan

setiap individu mukallaf atau individu Rasulullah saw.129 Tuhan

menurunkan syariah melalui utusan-Nya (Rasulullah saw.) dengan

tujuan tertentu. Yaitu, demi kemaslahatan umat manusia. Tujuan yang

dikehendaki oleh Tuhan inilah yang dalam kajian hukum Islam dikenal

dengan maqâṣid asy-syari‘ah. Dengan demikian, maqâṣid asy-syari‘ah

merupakan sekumpulan tujuan Tuhan dan nilai-nilai moral yang

padanya syariah Islam itu diwahyukan.

Oleh karena itu, maqâṣid asy-syari‘ah menjadi penting dalam

melakukan kajian terhadap syariah Islam (hukum Islam). Maqâṣid asy-

syari‘ah adalah prinsip dasar dan pintu utama untuk memahami hukum

yang telah diturunkan oleh Tuhan kepada Muhammad saw. (al-Qur’an

dan sunnah). Menurut Jasser Auda, maqâṣid asy-syari‘ah (sekumpulan

tujuan ketuhanan dan nilai-nilai moral) itu dapat dijadikan sebagai

128Jasser Auda, Fiqh Maqâṣid; Inatah al-Ahkam al-Syar’iyah bi Maqâṣidiha,
(London: al-Ma’had al-Alami li al-Fikr al-islami, 2007), cet. III, hlm. 47 – 48. Istilah lainnya
juga digunakan, diantaranya al-illah dan al-ilal, al-maslahah dan al-hikmah, al-ma’na dan
al-magza, murad al-syar’i (apa yang dikehendai syariah) dan asrar al-Syari‘ah (rahasia
dibalik syariah). Lihat, Ahmad al-Raisuni, al-Bahs fi Maqâṣid al-Syari‘ah; Nasy’atuhu wa
Tat awwuruhu wa Mustaqbaluhu, makalah disampaikan

129Jasser Auda, Maqâṣid al-Syari‘ah Inda al-Syaikh al-Qardawi (Qatar: t.p., 2007),
hlm. 42.
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jembatan antara syariah Islam dengan berbagai isu-isu dan tantangan

kekinian, bahkan menjadi kunci utama. Ia menjadi pintu dasar untuk

melakukan ijtihad terhadap pembaharuan.130

b. Maqâṣid Asy-syari‘ah Jasser Auda

1) Biografi Jasser Auda

Jasser  Auda  adalah  Associate  Professor  di  Fakultas  Studi

Islam  Qatar  (QFTS)  dengan  fokus kajian Kebijakan Publik

dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan

Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin; anggota

Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran  Islam  di

London,  Inggris;  anggota  Institut  Internasional  Advanced

Sistem  Research (IIAS), Kanada; anggota pengawas Global Pusat

Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif

Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum

Perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris dan konsultan

untuk Islamonline.net. Ia memperoleh gelar Ph.D dari university of

Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008.

Gelar Ph.D yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo,

Kanada, dalam kajian Analisis Sistem tahun 2006. Master Fikih

diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada fokus

kajian Tujuan Hukum Islam (Maqashid al-Syari‘ah) tahun 2004.

Gelar B.A diperoleh dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic

130Jasser Auda, Maqâṣid al-Syari‘ah; Dalil li al-Mubtadi’in (London: al-Ma’had al-
Alami li al-Fikr al-islami, 2008), hlm. 7, 32 dan 49.
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American University, USA, tahun 2001 dan gelar B.Sc diperoleh

dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av., tahun l988.

Ia memperoleh pendidikan al-Qur’an dan ilmu-ilmu Islam di

Masjid al-Azhar, Kairo.

Jasser  Auda  adalah  direktur  sekaligus  pendiri Maqâṣid

Research  Center  di  Filsafat  Hukum Islam di London, Inggris,

dan menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Universitas

Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan

Akademi Fikih Islam, India. Dia menjadi dosen mata kuliah hukum

Islam, filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu Minoritas

Muslim dan Kebijakan  di  beberapa  negara  di  seluruh  dunia.

Dia  adalah  seorang  kontributor  untuk  laporan kebijakan  yang

berkaitan  dengan  minoritas  Muslim  dan  pendidikan  Islam

kepada  Kementerian Masyarakat dan Dewan Pendanaan

Pendidikann Tinggi Inggris, dan telah menulis sejumlah buku;

yang terakhir dalam bahasa Inggris, berjudul Maqashidal-Syariah

as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: IIIT,

2008). Tulisan yang telah diterbitkan berjumlah 8 buku dan ratusan

tulisan dalam bentuk jurnal, tulisan media, kontribusi tulisan di

buku, DVD, ceramah umum, dan jurnal online yang tersebar di
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seluruh dunia. Selain itu, banyak penghargaan yang telah ia

terima.131

2) Pendekatan sistem dalam Maqâṣid asy-syari‘ah Jasser Auda

Jasser Auda menepis keraguan terhadap filsafat sistem yang

di tangan sebagian pengikutnya digunakan untuk menolak gagasan

tentang Tuhan karena mereka belum bisa melepaskan diri dari cara

berpikir yang dikembalikan pada argument sebab-akibat sebagai

warisan dari pemikiran abad pertengahan dan era modern.

Sebaliknya, Jasser Auda malah meneguhkan bahwa filsafat sistem

dapat digunakan untuk melakukan pembaharuan terhadap bukti-

bukti keimanan dan argumentasi rasionalnya sesuai dengan konteks

kekinian. Di sini, Auda menggagas apa yang ia sebut dengan

“filsafat sistem Islami”. Oleh karena itu, menurutnya filsafat sistem

dianggap sebagai pendekatan holistik untuk membaca suatu objek

sebagai sistem.132

Filsafat sistem merupakan jalan tengah antara kecenderungan

realis dengan nominal dalam memberikan jawaban mengenai

hubungan antara sistem dengan dunia nyata; aliran realis melihat

realitas objek sebagai wujud nyata yang berada di luar dan terpisah

dari kesadaran individu, sementara aliran nominal memandang

bahwa realitas objek bersifat subjektif dan terlahir dari kesadaran

131Jasser Auda, Maqâṣid al-Syariah, A Beginner Guide, Terjemah ‘Ali ‘Abdelmon’im,
(Yogyakarta: SUKA-Pers, 2013), hlm.137-139.

132Jasser Auda, Maqâṣid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System
Approach, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007),  hlm. 29.
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mental seseorang. Filsafat sistem menjelaskan bahwa tabiat

hubungan antara sistem dengan realitas nyata bersifat korelatif.

Yakni, pikiran dan perasaan kita mampu memahami dunia dalam

wujud hubungan (korelasi) antara realitas yang wujud dengan

tanpa terpisah darinya dan tanpa ada kesesuaian. Sistemlah yang

menjadi sarana untuk menata pikiran kita mengenai realitas nyata.

Melihat realitas melalui sistem merupakan “proses untuk

mengetahui”. Maka atas dasar inilah Jasser Auda menjadikan teori

sistem sebagai pendekatan terhadap hukum Islam.

Untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan

dalam hukum Islam, Jasser Auda membangun seperangkat

kategori, yaitu cognitive nature (watak kognisi), wholeness

(keseluruhan), openness (keterbukaan), interrelated hierarchy,

multi dimentionality dan purposefulness.

a) Cognitive nature.

Yaitu watak pengetahuan yang membangun sistem

hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan

pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi

sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua

kognisi (pengetahuan-pengetahuan tentang teks atau nash),

Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (Al-Qur’an

dan sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks. Harus

dibedakan antara syari’ah, fiqh dan fatwa.
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b) Wholeness.

Dengan meminjam teori sistem, Jasser Auda menyatakan

bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai

bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan antara

bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu di dalam

sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara

menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan

antar bagian yang statis.

Jasser Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir

holistik (menyeluruh) penting dihidupkan dalam usul fiqh

karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer.

Melalui cara berpikir ini, akan diperoleh “pengertian yang

holistik” sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip

permanen dalam hukum Islam.133 Auda mencoba untuk

membawa dan memperluas maqâṣid asy-syari‘ah dari dimensi

individu menuju dimensi universal sehingga bisa diterima oleh

masyarakat umum; itulah yang ia sebut dengan maqâṣid

alamiyah, seperti keadilan, kebebasan, dan seterusnya.

c) Openness.

Dalam teori sistem dinyatakan, bahwa sebuah sistem yang

hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan

sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan

133Ibid., hlm. 46-47.
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sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung

pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai

kondisi. Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam

merupakan sistem yang terbuka. Prinsip openness

(keterbukaan) penting bagi hukum Islam. Pendapat yang

menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan

menjadikan hukum Islam menjadi statis. Padahal ijtihad

merupakan hal yang urgen dalam fiqh, sehingga para ahli

hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode

tertentu untuk mensikapi suatu persoalan yang baru.134

d) Interrelated.

Ciri sebuah sistem adalah ia memiliki struktur hirarkis.

Sebuah sistem terbangun dari subsistem yang lebih kecil di

bawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi

yang dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan

menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara

perbedaan dan persamaan diantara sekian banyak bagian-

bagian. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang

besar, dan begitu juga sebaliknya.

Terdapat homologi antara sistem hukum Islam dengan

struktur masyarakat atau lingkungan yang mengelilinginya.

Sistem hukum Islam sangat dipengaruhi oleh pandangan dunia

134Ibid., hlm. 47-48.
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atau ideologi seorang ahli hukum (faqih). Ideologi seorang

faqih berkembang sebagai hasil dari situasi sosial, budaya dan

ekonomi tertentu yang dihadapinya di tengah lingkungan

sosial. Seorang faqih sebagai subjek bagian dari subjek kolektif

(masyarakat) mengakomodasikan dirinya (mengalami

strukturisasi) pada struktur lingkungan tempat suatu hukum

ditetapkan.

Dalam proses strukturasi seperti inilah, sistem hukum

Islam memperoleh artinya. Oleh karena itu, sebuah produk

hukum Islam oleh seorang faqih tidak dapat dilepaskan dari

konteks yang melingkupi dirinya sebab apa yang mereka sebut

dengan maqâṣid asy-syari‘ah tidak lain merupakan wujud dari

alam pikirannya (worldview) yang berarti juga dipengaruhi oleh

kondisi di luarnya.135

e) Multi dimentionality.

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia

terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu

dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang

koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang

cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang

tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem.

135Jasser Auda, Maqâṣid al-Syari‘ah; Dalil..., hlm. 14.
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Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai

dimensi.

Prinsip ini digunakan Jasser Auda untuk mengkritisi akar

pemikiran binary opposition di dalam hukum Islam.

Menurutnya, dikotomi antara qat’iy dan danniy telah begitu

dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga

muncul istilah qat’iyyu al-dilalah, qat’iyyu al-subut, qat’iyyu

al-mantiq. Paradigma oposisi binary harus dihilangkan untuk

menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan

beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan

mengedepankan aspek maqâṣid (tujuan utama hukum).

Misalnya, perbedaan-perbedaan dalil dalam sunnah-sunnah

tentang ibadah yang muncul hendaknya dilihat dari sisi

maqâṣid of (taysir); perbedaan-perbedaan dalam hadits yang

berkaitan dengan urf harus dilihat dari perspektif maqâṣid of

universality of law; serta keberadaan naskh sebaiknya dilihat

sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual.136

f) Purposefulness.

Setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut

dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam

teori sistem, tujuan dibedakan menjadi goal (al-hadaf) dan

purpose (al-gayah). Sebuah sistem akan menghasilkan purpose

136Jasser Auda, Maqâṣid al-Shariah as Philosophy…, hlm. 50-51.
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(al-gayah) jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri

dengan cara yang berbeda-beda dan dalam yang sama, atau

menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam.

Sementara sebuah sistem akan menghasilkan goal (al-

hadaf) jika ia hanya berada di dalam situasi yang konstan; dan

lebih bersifat mekanistik; ia hanya dapat melahirkan satu tujuan

saja. Dalam konteks ini, maqâṣid asy-syari‘ah berada dalam

pengertian purpose (al-gayah). Maqâṣid asy-syari‘ah tidak

bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi bisa beragam sesuai

dengan situasi dan kondisi.

Menurut Auda, bahwa realisasi maqâṣid merupakan dasar

penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali

maqâṣid harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur’an dan

hadits137), bukan pendapat atau pikiran faqih. Oleh karena itu,

perwujudan tujuan (maqâṣid) menjadi tolok ukur dari validitas

setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan

kecenderungan ataupun mažhab tertentu. Tujuan penetapan

hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan

masyarakat yang terdapat di sekitarnya.138

137Terkait dengan maqâṣid hadits, Jasser Ausa, dengan mengutip pendapat al-Qarafi
dan Ibn Asyur, membaginya menjadi 12 maqâṣid. Yaitu, tujuan tasyri’, fatwa, putusan
(qada’) dalam sebuah perselisihan, putusan (imarah), membimbing, kelayakan/kepantasan,
saran pendapat, nasehat, motifasi diri, pengajaran akan kebenaran yang agung, pendidikan
moral dan sekedar memberikan bimbingan. Tidak semua maqasyid hadits itu dipahami
sebagai perintah hukum yang harus dijalankan. Lihat, Jasser Auda, Maqâṣid al-Syari‘ah;
Dalil li ..., hlm. 41 – 44.

138Jasser Auda, Maqâṣid al-Shariah as Philosophy…, hlm. 55.
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3) Konsep Maqâṣid asy-syari‘ah Jasser Auda

Dalam sistem hukum Islam, the implication of the

purpose (Dilalah al-Maqsid) merupakan ekspresi baru yang akhir-

akhir ini mengemuka di kalangan modernis Islam, dalam rangka

memodernisasi Usul al-Fiqh. Selama ini, secara umum, dilalah al-

maqsid memang belum dinilai sebagai dilalah qat’i (certain) untuk

dijadikan sebagai suatu hujjah hukum (yuridical authority). Hingga

sekarang, secara teoritis, purposefulness masih dilarang untuk

memainkan peranan penting dalam upaya penggalian hukum dari

nass. Berdasar landasan berpikir tersebut, Jasser Auda

berkeyakinan bahwa tujuan dari hukum Islam (Maqâṣid al-Shariah

al-Islamiyyah) menjadi prinsip fundamental yang sangat pokok dan

sekaligus menjadi metodologi dalam analisis yang berlandaskan

pada systems. Lagi pula, karena efektifitas dari sebuah sistem

diukur berdasar pada terpenuhinya tujuan yang hendak dicapai,

efektifitas dari sistem hukum Islam juga diukur berdasarkan

terpenuhinya tujuan-tujuan pokoknya(Maqâṣid).139

Adapun Jasser Auda membandingkan teori hukum Islam

Tradisional dengan teori hukum Islam era Modern dan era

Postmodern serta menggunakan kerangka analisis Systems yang

rinci mengusulkan perlunya pergeseran paradigma

Teori Maqâṣid lama (Klasik) ke teori Maqâṣid yang baru.

139 M. Amin Abdullah, “Epistemologi Keilmuan Kalamdan Fikih dalam Merespon
Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam
Jasser Auda)”, Media Syariah, Vol. XIV No. 2 Juli Desember 2012, hlm. 143.
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Pergeseran dari teori Maqâṣid lama yang disusun oleh al-Syatibi ke

teori Maqâṣid baru yang diusulkan, dengan mempertimbangkan

perkembangan pemikirann tata kelola dunia dalam bingkai negara-

bangsa (nation-states). Berikut adalah usulannya seperti yang

ditulis oleh Amin Abdullah:

Tabel 1. Pergeseran Paradigma Teori Maqâṣid Klasik Menuju
Kontemporer140

No. Teori Maqâṣid Klasik Teori Maqâṣid Kontemporer

1. Menjaga Keturunan

(al-Nasl)

Teori yang berorientasi kepada

perlindungan keluarga; kepedulian

yang lebih terhadap institusi Keluarga

2. Menjaga Akal (al-

‘Aql)

Melipatgandakan pola pikir

danresearch ilmiah; mengutamakan

perjalanan untuk mencari ilmu

pengetahuan; menekan pola pikir yang

mendahulukan kriminalitas

kerumunan gerombolan; menghindari

upaya-upaya untuk meremehkan kerja

otak.

3. Menjaga kehormatan;

menjaga jiwa (al-

‘Irdh)

Menjaga dan melindungi martabat

kemanusiaan; menjaga dan

melindungi hak-hak asasi manusia.

140 Ibid., hlm. 146.
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Tabel 2 Lanjutan

4 Menjaga agama (al-

Din)

Menjaga, melindungi dan

menghormati kebebasan beragama

atau berkepercayaan.

5 Menjaga harta (al-

Mal)

Mengutamakan kepedulian sosial;

menaruh perhatian pada pembangunan

dan pengembangan ekonomi;

mendorong kesejahteraan manusia;

menghilangkan jurang antara miskin

dan kaya.

Perubahan paradigma dan teori Maqâṣid lama ke

teori Maqâṣid baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik

tekan Maqâṣid lama lebih pada protection (perlindungan) dan

preservation (penjagaan; pelestarian) sedang teori Maqâṣid baru

lebih menekankan pada development (pembangunan;

pengembangan) dan right (hak-hak). Dalam upaya pengembangan

konsep Maqâṣid pada era baru ini, Jasser Auda

mengajukan ‘human development’ sebagai ekspresi obsesinya

dan target utama dari maslahah (public interest) masa

kini; maṣlahah inilah yang mestinya menjadi sasaran dari Maqâṣid

asy-syari‘ah untuk direalisasikan melalui hukum Islam.

Selanjutnya, realisasi dari Maqâṣid baru ini dapat dilihat secara
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empiric perkembangannya, diuji, dikontrol, dan divalidasi

melalui human development index dan human development

targets yang dicanangkan dan dirancang oleh badan dunia, seperti

PBB.141

Dalam istilah ilmu usul fiqh, perluasan konsep maqâṣid dan

dimensinya seperti itu lebih tepatnya disebut dengan “memperluas

qiyâs” (tausi’ al-qiyâs) dan “mengeluarkannya (qiyâs) dari

persoalan-persoalan parsial menuju hal-hal yang universal”.142

Usaha ini telah mendapatkan pendasaran yang nyata dalam praktik

usul fiqh para ulama klasik. Artinya, bahwa praktik untuk lebih

mempertimbangkan kemaslahatan universal di balik maqâṣid asy-

syari‘ah menjadi kunci penting dalam penetapan sebuah hukum

Islam bagi sebagian ahli fiqh masa lalu (klasik). Lihat saja

misalnya, Imam al-Juwaini yang menggunakan metode qiyâs al-

kulli. Atau Imam asy-Syathibi yang menegaskan untuk berpegang

pada prinsip-prinsip universal (al-qa’idah al-kulliyah).143

Di samping melakukan perluasan dimensi maqâṣid, teori

maqâṣid klasik perlu direkonstruksi agar dapat keluar dari

141 Jasser Auda, Maqâṣid as Philosophy…, hlm. 248.
142Jasser Auda, Fiqh al-Maqâṣid; Inatah al-Ahkam al-Syar’iyah bi Maqâṣidiha

(London: al-Ma’had al-Alami li al-Fikr al-islami, 2007), hlm. 53.
143Imam al-Syatibi menyatakan bahwa “Jika prinsip-prinsip universal (al-qawa’id al-

kulliyah) itu secara jelas ada dalam dlaruriyat atau hajiyat dan atau tahsiniyat, maka salah
satu prinsip parsial (al-qawa’id al-juz’iyah) tidak dapat menghilangkannya. Begitu juga kami
mengatakan: jika prinsip universal itu secara tegas ditemukan (ada) dalam syariah, dalam
ketiga hal tersebut (daruriyah atau hajiyah dan atau tahsiniyah) atau salah satunya, maka
prinsip universal itu harus dijaga. Maka prinsip parsial bisa diberlakukan untuk
mengukuhkan prinsip universal sejuah tidak bertentangan dengan prinsip universal itu,
sehingga kemaslahatan yang dituju dalam syari‘ah menjadi terabaikan.
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keterbatasannya. Di sini, Jasser Auda mengajukan konsep baru

terhadap teori maqâṣid. Menurutnya, maqâṣid asy-syari‘ah dapat

dibagi kedalam tiga level. Yaitu, maqâṣid umum, maqâṣid khusus

dan maqâṣid parsial. Yang dimaksud dengan maqâṣid umum

adalah tujuan-tujuan syari‘ah yang keberadaannya dapat ditemukan

dalam setiap pembahasan syari‘ah, seperti perlindungan agama

(hifz al-din), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal

(hifz al-‘aql), perlindungan keturunan (hifz al-nasl) dan

perlindungan harta benda (hifz al-mal). Maqâṣid khusus berarti

tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau

cabang-cabang tertentu tentang pembahasan syari‘ah, seperti

perlindungan terhadap kemaslahatan anak dalam hukum keluarga,

larangan untuk menimbun dalam kaitannya dengan hukum

transaksi harta, dan larangan untuk melakukan tindak kriminal

dalam legislasi hukum terkait dengan ‘uqûbah. Sementara maqâṣid

parsial terkait dengan “alasan” (al-‘illah) atau tujuan (al-gâyah)

dari teks atau hukum tertentu, seperti tujuan mengungkap

kebenaran ketika sebuah teks mengharuskan untuk menghadirkan

sejumlah saksi mata dalam masalah-masalah tertentu; tujuan dalam

hal memperingan kesulitan ketika sebuah teks membolehkan

berbuka bagi orang yang sakit; larangan menimbun daging hewan
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kurban; dan lain-lain.144 Bangunan maqâṣid tersebut dapat

digambarkan sebagaimana berikut:

Gambar 1. Skema Maqâṣid Jasser ‘Auda.

Maqâṣid Ammah

Maqâṣid Parsial

Maqâṣid Khusus

Ketiga kategori maqâṣid asy-syari‘ah tersebut harus dilihat

secara holistik, tidak terpisah-pisah dan bersifat hirarkis

sebagaimana dalam teori maqâṣid klasik. Kesatuan maqâṣid ini

sepenuhnya harus dilihat dalam spektrum atau dimenasi yang lebih

luas. Inilah pintu masuk untuk melakukan pembaharuan dalam

merespon persoalan-persoalan konteks zaman kekinian.

144Jasser Auda, Maqâṣid al-Shariah as Philosophy…, hlm. 5.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Suatu penelitian dianggap valid jika menggunakan metode penelitian

yang benar dan tepat. Penelitian yang tidak jelas metodologinya akan

mengakibatkan hasil penelitian yang tidak eligibel atau tidak memenuhi

syarat. Untuk itu akan diuraikan metodologi yang digunakan dalam penelitian

ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Jenis

penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis yang bersifat

deskriptif kualitatif, yakni memaparkan secara praktis tentang obyek

yang diteliti beserta hasil penelitian peneliti dengan terlebih dahulu

melakukan analisis dan penetapan nilai, sesuai dengan standar-standar

buku dalam jenis deskriptif kualitatif.1

Penelitian ini merupakan suatu studi kasus yang bersifat

deskriptif karena dalam penelitian ini memaparkan atau melukiskan

variabel yang ada yaitu masalah putusan verstek. Yang mana

penelitian kualitatif dimulai dengan mendefinisikan konsep-konsep

yang umum dan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Ilmiyah : Suatu Pendekatan Praktik,
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 209.
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deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang bisa diamati.

Menurut Kirk dan Miller bahwa penelitian kualitatif adalah

tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental

bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya

maupun dalam peristilahannya.

Dalam penelitian kualitatif yaitu tentang putusan verstek perkara

nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn, peneliti sendiri atau dengan bantuan

orang lain merupakan alat pengumpulan data utama. Hal itu dilakukan

karena jika memanfaatkan alat yang mana peneliti mempersiapkan

dirinya terlebih dahulu sebagai yang lazim di gunakan dalam penelitian

klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian

terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu hanya

manusia sebagai alat sajalah yang sangat berhubungan dengan

responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu

memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Selain itu hanya

manusia sebagai alat sajalah yang sangat berhubungan dengan subyek

dan obyek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami

kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Hanya manusialah sebagai

intrumen yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor

penggangu sehingga apabila terjadi hal yang demikian ini pasti dapat

menyadarinya serta dapat mengatasinya.
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Disini peneliti melakukan analisis data dengan memberi

pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti, hakikat

pemaparan adalah seperti orang yang merajut, setiap bagian ditelaah

satu demi satu, dengan menjawab pertanyaan apa, mengapa dan

bagimana suatu fenomena itu terjadi dalam konteks lingkungannya.

Objektivitas pemaparan harus dijaga agar subjektivitas penentu dalam

membuat interpretasi pada fenomena atau gejala-gejala yang bersifat

alami dan dilakukan untuk menghasilkan data yang efektif sesuai

dengan kejadian-kejadian yang terjadi dilokasi penelitian sarta tidak

memerlukan hipotesis yang sifatnya menduga-duga.

Seluruh data yang telah dikumpulkan akan diolah dan diseleksi

berdasarkan prinsip pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk

memperoleh data yang bermutu, sebagaimana dikemukakan oleh Lexi

J maleong: “Data yang manual berwujud kata-kata dan angka itu

dikumpulkan dengan berbagai macam cara (observasi, angket,

wawancara, dokumen) tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan

angka-angka. Biasanya disusun dalam teks yang di perluas”.2

b. Pendekatan

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas

penelitian untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan objek yang

diteliti.3 Pendekatan merupakan upaya untuk mencapai target yang

2Lexi, J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya,  2002),  hlm. 3.

3Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial
(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 66.
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sudah ditentukan dalam tujuan penelitian. Suharsimi Arikunto

menyebutkan bahwa walaupun masalah penelitiannya sama, tetapi

kadang-kadang peneliti dapat memilih satu antara dua atau lebih jenis

pendekatan yang bisa digunakan dalam memecahkan masalah.4

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1) Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang menggunakan

ketentuan perundang-undangan (yang dibuat dan diundangkan oleh

lembaga atau pejabat Negara yang berwenang serta memandang

hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan

terlepas dari kehidupan masyarakat)5 yang berlaku, atau metode

pendekatan hukum doctrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat

para pakar hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan.6

2) Pendekatan normatif dalam penelitian ini adalah pendekatan

hukum Islam yang terlihat dari tujuan hukum Islam (maqâṣid asy-

syari‘ah), dalam hal putusan verstek.

2. Tempat atau Lokasi Penelitian

Langkah awal yang dilakukan peneliti dalam memulai penelitian ini

adalah menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di

Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta yang terletak di Jl. Candi Gebang/

Komplek Pemerintah Daerah Sleman, dan wilayah hukumnya mencakup

4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2010), hlm. 108.

5Saufuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 32.
6Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia,

1998), hlm. 24
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seluruh wilayah Kabupaten Sleman, serta orang yang berperkara di

Pengadilan Agama Sleman.

3. Informan Penelitian

Informan peneliti dalam penelitian ini adalah subjek yang akan

menjadi sumber penelitian. Dalam hal ini adalah pelaku pasangan suami

istri yang bercerai, hakim, panitera dan juru sita sebagai informan peneliti.

4. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah Purposive

sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan

pertimbangan tertentu.7 Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut

yang dianggap paling tahu dengan apa yang kita harapkan, atau mungkin

dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi

obyek/situasi sosial yang diteliti.8 Adapun kriteria informan yaitu:

a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses

enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga

dihayatinya.

b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada

kegiatan yang tengah diteliti.

c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai

informasi.

d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil

“kemasannya” sendiri.

7 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta,
2015), hlm. 301.

8 Ibid.
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e. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti

sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan guru atau nara sumber.9

Selajutnya alasan obyektif pemilihan informan yaitu pihak

Pengadilan Agama Sleman yang dianggap mengetahui proses pemeriksaan

perkara hingga putusan hakim muda. Maka dari pihak yang berperkara

dalam hal ini tergugat yang menjadi pokok terjadinya putusan verstek.

Karena tergugat tidak menghadiri persidangan. Serta juru sita sebagai

orang yang diberi wewenang untuk memanggil tergugat.

Jadi, dalam penelitian ini, informan yang tepat yang telah ditentukan

oleh peneliti adalah tergugat dalam kasus putusan verstek perkara nomor

0368/Pdt.G/2016/PA.Smn yang tentunya benar-benar tahu kejadian serta

peristawa yang terjadi dalam hal kasus yang akan diteliti tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, maka diperlukan adanya

metodologi pengumpulan data yang dipergunakan secara cepat sesuai

dengan masalah yang diteliti. Dalarn penelitian ini digunakan beberapa

metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Metode Wawacancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu,

percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai

9 Ibid., hlm. 304.
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(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.10 Dalam

hal ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang dianggap relevan

dengan penelitian ini, yaitu pihak yang tergugat, juru sita, dan hakim

Pengadilan Agama Sleman. Wawancara yang digunakan adalah

wawancara tidak terstruktur, di mana peneliti bebas menentukan fokus

masalah wawancara dan kegiatan wawancara mengalir seperti dalam

percakapan biasa, yakni mengikuti dan menyesuaikan dengan kondisi

dan situasi informan.11

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang--

barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah,

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan

sebagainya. Dokumentasi adalah catatan tertulis ataupun gambar

(visual) tentang berbagai kegiatan atau peristiwa.12

Dalam penelitian ini yang menjadi dokumen adalah putusan

hakim Pengadilan Agama Sleman pada perkara nomor

0368/Pdt.G/2016/PA.Smn. sebagai pokok studi penelitian.

6. Keabsahan Data

Penelitian ilmiah adalah suatu penelitian yang menuntut prosedur

ilmiah, sehingga kesimpulan yang diperoleh betul-betul objektif dan tepat.

10Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif…, hlm. 186.
11Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial: Kualitatif dan Kuantitatif,

(Jakarta: Gaung persada press, 2009), hlm. 217.
12 W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Grasindo, 2002), hlm. 123.
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Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas

hasil penelitian ini, dilakukan dengan meningkhyjvatkan ketekunan dalam

penelitian.13 Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dalam penelitian

kualitatif maka harus didukung dengan data yang tepat pula.

Derajat kepercayaan menggambarkan kesesuaian konsep penelitian

dengan konsep yang ada pada sasaran penelitian. Beberapa langkah yang

perlu dilakukan untuk memperoleh kepercayaan antara lain:

a. Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data

di lapangan.

b. Mengadakan penelitian secara terus menerus sehingga peneliti

memperhatikan secara cermat, terinci dan mendalam tanpa ada

rekayasa.

c. Melakukan Trianggulasi data yaitu mengecek kebenaran data dengan

cara membanding data dengan sumber lain.

Data yang diperoleh dari informasi perlu diteliti kebenarannya

dengan cara melakukan perbandingan data yang diperoleh dari informasi

yang lain. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan teknik

Trianggulasi, yaitu teknik penilaian keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding

data-data tersebut.14

13Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D, hlm. 272.
14 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , hlm. 178.
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Adapun teknik Trianggulasi yang sering digunakan adalah teknik

Trianggulasi sumber data, trianggulasi teori, trianggulasi metode, dan

trianggulasi peneliti.

Berdasarkan teknik-teknik trianggulasi di atas maka untuk mengecek

keabsahan data dalam penelitian menggunakan teknik trianggulasi sumber

data yaitu data akan diperoleh dari informasi yang memiliki perkara

tersebut/putusan verstek perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn.

7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data kualitatif tersebut, peneliti menggunakan

empat tahapan, yaitu:

a. Collection, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari bahan yang

terkumpul terkait perundang-undangan maupun buku, kitab,karya

ilmiah, dan literature lainnya.

b. Reduksi, yaitu pemilihan dan pemilahan data pokok dan penting yang

diperlukan dalam penyusunan penelitian, sehingga jelas arah

pembahasan dan alurnya.

c. Display, yaitu memasukan hasil reduksi data kedalam pola-pola yang

dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Apabila pola sudah ditemukan,

maka hal tersebut sebagai dokumen baku yang selanjutnya akan di-

display-kan pada akhir penelitian.

d. Conclusion, yaitu penarikan kesimpulan sementara yang bisa saja

berubah apabila saat penulisan penelitian ditemukan data-data baru
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yang mendukung penelitian.15 Dalam penerapan tahap ini, peneliti

menggunakan dua cara, yaitu:

1) Analisis Induktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari fakta-

fakta peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi yang

bersifat umum. Terkait dengan bahasan didalam penelitian ini

adalah adanya fakta bahwa putusan verstek ataupun penerapan

acara verstek telah diatur pada hukum acara Het Herziene

Indonesisch Reglement (HIR).

2) Analisis Deduktif, yaitu pola pikir yang berkaitan dari fakta-fakta

peristiwa umum yang kemudian ditarik generalisasi yang sifatnya

khusus.16 Kaitannya dalam pembahasan dalam penelitian ini

putusan verstek berdasarkan atas analisa-analisa yang diuji dengan

norma-norma atau kaidah-kaidah hukum Islam (teori Maqâṣid asy-

syari‘ah Jasser ‘Auda).

15Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber
Tentang Metode-Metode Baru, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992),
hlm. 20.

16Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Surasin,
1996), hlm. 93.



97

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengadilan Agama Sleman

Sejak zaman Hindia belanda, pelayanan hukum dibidang Agama tentang

masalah perkawinan untuk daerah Kesultanan Ngayogyokarto (Daerah

Istimewa Yogyakarta) dipusatkan pada satu Pengadilan Agama Yogyakarta.

Keadaan semacam ini terus berlangsung hingga Indonesia merdeka sampai

pada tahun 1961.

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan hukum Agama, melalui

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 61 Tahun 1961

menetapkan Pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta.

1. Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul.

2. Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo.

3. Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul.

4. Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman

Pengadilan Agama Sleman termasuk pengadilan kelas 1 B. Pengadilan

tersebut terletak  di Jl. Candi Gebang/ Komplek Pemerintah Daerah Sleman,

dan wilayah hukumnya mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

Hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, hukum acara Peradilan

Agama diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
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Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sekarang telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006).1

1. Visi dan Misi

a. Visi
Terwujudnya pelayanan hukum yang baik dan bersih untuk mencapai
perlindungan hukum masyarakat yang adil dan bermartabat.

b. Misi
1) Mewujudkan pelayanan hukum yang baik dan bersih.
2) Mewujudkan penanganan perkara yang baik, sederhana, dan biaya

ringan.
3) Menciptakan penyelenggaraan persidangan yang tertib, cermat, dan

bermartabat.
4) Menciptakan putusan yang baik dan bertanggungjawab untuk

mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat.
5) Meningkatkan aparatur peradilan yang profesional, bersih dan

bermoral.

2. Struktur Organisasi

Peradilan Agama adalah salah satu konsep pelaksana kekuasaan

Kehakiman terhadap masyarakat yang sebagai obyek pelaksana keadilan,

terhadap perkara perdata yang telah diatur dalam konsep perundang-

undangan yang ada. Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga

pelaksana peradilan tingkat pertama yang berada di wilayah yuridiksi

tingkat Kabupaten dan Kota. Sebagai salah satu dari beberapa lembaga

tersebut adalah Pengadilan Agama Sleman.

Mahkamah Agung merupakan strata tertinggi sebagai lembaga

peradilan dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan bagian dari

bawahannya sedangkan Pengadilan Agama merupakan cabang-cabang dari

1Sejarah Pengadilan Agama Sleman (Yogyakarta: Kantor Pengadilan Agama Sleman,
1987). Hlm. 2.
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Lembaga Peradilan tersebut. Pengadilan Agama Sleman sebagai Lembaga

Peradilan Tingkat  Pertama yang berkedudukan di Ibu Kota Sleman

dengan wilayah hukum meliputi wilayah Daerah TK II Sleman Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun struktur organisasinya meliputi

sebagai berikut:

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman.

Ketua
Dr. Ahmad Mujahidin S.H.,M.H.

Wakil Ketua
Drs. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Tenaga Fungsional Hakim
1. Drs. Muhammad Asnawi
2. Drs. Romadhon S.
3. Tukimin, SH., MSI.
4. Dra. Romaliah, SH., MSI.
5. Drs. Sarbini, MH.
6. Drs. Ambari, MSI.
7. Drs. H. Juhri
8. Dra. Rosalena, SH.
9. Drs. Marwoto, SH., MSI.

Sekretaris
Satiyah, S.H.

Panitera
Drs. Arwan Achmad

Panitera Muda Hukum

Titik Handriyani, S.H., M.S.I

Panitera Muda Permohonan
Sumaryati, S.H.

Panitera Muda Gugatan
Pailan

Tenaga Fungsional Panitera Pengganti
1. Hj. Anggraini Winiastuti, SH.
2. Drs. Fahrudin
3. Sunardi, SH.
4. H. Jafar Shodiq, S. Ag.
5. Ridwan Lanandang, S. Ag.
6. Hastuti ramadhana, S.E., S.H.
7. Dwi Wiwik Subiarti, S. Sy.
8. Heri Widi Astanto, S. Sos.

Jurusita/Jurusita Pengganti
1. Sugiyarto
2. Tasliman
3. Salimah Ali
4. Nurhayati, SH.
5. Nathalina Sri Ariyanti
6. Nafingatun, S.Ag.
7. Heri Widi Astanto, S.Sos.
8. Muhammad Najib, SHI.
9. Mei Wati
10. Salma Cholidah, SHI
11. Arina Rahmaniar, S. Kom
12. Restudiyani, S.H.
13. Ahmad Ma’sum, S. Ag.

KASUBBAG Perencanaan
TI dan Pelaporan

Ahmad Darojat, S.Ag.

KABSUBBAG Keu dan Umum
Destora Dwi Marsudi, S.E., S.H.

KASUBBAG ORTALA

Verawati Didjaya, S.H.
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Pengadilan Agama Sleman secara yuridis melaksanakan

organisasinya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor. KMA/004/SK/II/92 tentang organisasi tata kerja

kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai

berikut:

a. Kepaniteraan Pengadilan Agama adalah unsur pembantu pimpinan dan

tanggung jawab kepada ketua Pengadilan Agama.

b. Kepaniteraan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang panitera yang

dibantu oleh seorang wakil panitera.

c. Kepaniteraan Pengadilan Agama mempunyai tugas memberikan

pelayanan teknis dalam bidang administrasi perkara dan administrasi

peradilan.

d. Dalam melaksanakan tugaasnya panitera membawahi:

1) Urusan kepaniteraan permohonan, yang dipimpin oleh panitera

muda permohonan.

2) Urusan kepaniteraan gugatan, yang dipimpin oleh panitera muda

gugatan.

3) Urusan kepaniteraan hukum, yang dipimpin oleh panitera muda

hukum.

4) Kelompok tenaga fungsional kepaniteraan. Dalam kelompok ini

terdiri dari panitera pengganti juga juru sita dan juru sita pengganti.

Struktur organisasi yang tertata dengan baik sehingga menjadikan

mekanisme kerja yang lancar dan teratur dalam prosesnya dan diharapkan
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dapat berjalan sesuai dengan konsep tujuannya. Adapun tujuan dari

Lembaga Peradilan Agama tersebut adalah memproses perkara dengn

sederhana, cepat dan dengan biaya yang relatif ringan, sehingga dapat

memfasilitasi para pihak yang berperkara dengan baik dan sebagaimana

yang semestinya.

3. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama Sleman

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan

pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang: a). Perkawinan, b). Waris, c).

Wasiat, d). Hibah, e). Wakaf, f). Zakat, g). Infaq, h). Shadaqah; dan i).

Ekonomi syari’ah.

Disamping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Sleman

memiliki fungsi, antara lain sebagai berikut :

a. Fungsi megadili (judicial power) yakni, menerima, memeriksa,

mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi

kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.2

b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya,

baik menyangkut teknis yudicial, adminitrasi peradilan, maupun

2Lihat pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
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administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan

pembanngunan.3

c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,

Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah

jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan

sewajarnya.4

d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang

Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila

diminta.5

e. Fungsi administratif, yakni penyelenggaraan adminitrasi peradilan

(teknis dan persidangan), dan adminitrasi umum (kepegawaian,

keuangan, dan umum/perlengkapan).6

f. Dan fungsi lainnya, yakni: a) Melakukan koordinasi dalam

pelaksanaan tugas hisab dan rukyah dengan instansi lain yang terkait,

seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain.7 b) Pelayanan

penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainnya serta

memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era

keterbukaan dan transparasi informasi peradilan, sepanjang diatur

3Lihat pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor
KMA/080/VIII/2006.

4Lihat Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
Sedangkan pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan merujuk pada
KMA/080/VIII/2006.

5Lihat pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

6Lihat KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
7Lihat Pasal 52 huruf A Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
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dalam Keputusan Ketua Mahmakah Agung Republik Indonesia tentang

keterbukaan informasi di Pengadilan.8

Pengadilan Agama dalam kapasitasnya sebagai Lembaga Peradilan

disamping memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang ada, juga memiliki kapasitas kewenangan.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan sesuai dengan Peraturan yang

ada yakni memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam keluarga dan

harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan Hukum

Islam.9 Secara spesifiknya ada beberapa kewenangan penanganan perkara

oleh pihak Pengadilan Agama Sleman, yakni sebagai berikut:

Perkawinan atau akad nikah yang meliputi: a). Sengketa pertunangan

dan akibat hukumnya, b). Dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun bagi

pria dan 16 tahun bagi perempuan, c). Ijin kawin dan orang tua bagi yang

belum berumur 21 tahun, d). Wali aḍal, e). Pencegahan kawin, f).

Penolakan kawin oleh pegawai pencatat nikah, g). Ijin beristeri lebih dari

seorang, h). Penetapan sahnya perkawinan, i). Penolakan ijin perkawinan

campuran oleh pegawai pencatat nikah, j). Pembatalan perkawinan, k).

Penetapan sah tidaknya rujuk.

Hak dan kewajiban suami isteri meliputi: a). Mahar, b). Penghidupan

isteri (nafkah, kiswah, dan maskah), c). Gugatan atas kelalaian suami

terhadap isteri, d). Penetapan nusyuz, e). Perselisihan suami isteri, f).

8Lihat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

9Lihat pasal (1), pasal (2), pasal (5) dan pasal (49) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama.
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Gugatan kelalaian isteri, g). Muth’ah, h). Nahkah iddah, i). Sengketa

tempat kediaman bersama suami-isteri.

Anak dalam kandungan terdiri dari: a). Sah tidaknya kehamilan, b).

Status anak dalam kandungan, c). Bagian warisan anak dalam kandungan,

d). Kewajiban orang tua terhadap anak dalam kandungan.

Kelahiran terdiri atas: a). Penentuan sah tidaknya anak, b). Penentuan

asal-usul anak, c). Penentuan anak (pengakuan anak).

Pemeliharaan anak meliputi: a). Perwalian terhadap anak, b).

Pencabutan kekuasaan anak orang tua), c). Penujuk/ penggantian wali, d).

Pemecatan wali, e). Kewajiban orang tua wali/ wali terhadap anak, f).

Pengangkat anak, g). Sengketa pemeliharaan anak, h). Kewajiban orang

tua angkat terhadap anak angkat, i). Pembatalan pengangkatan anak, j).

Penetapan bahwa ibu turut memikul biaya pemeliharaan anak dan

pendidikan anak.

Putusnya perkawinan terdiri atas: a). Penentuan putusnya perkawinan

karena kematian, b). Perceraian atas kehendak suami (cerai talak), c).

Perceraian atas kehendak isteri (cerai gugat yang di dalamnya meliputi

masalah tentang li’an, khulu’, fasakh, dll), d). Putusnya perkawinan karena

sebab-sebab lain.

Pemeliharaan orang tua meliputi: a). kewajiban anak terhadap orang

tua, b). Kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya.

Kematian terdiri dari: a). Penetapan kematian secara yuridis,

misalnya karena mafqud, 2). Penetapan sah tidaknya wasiat.
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Kewarisan meliputi: a). Penentuan ahli waris, b). Penentuan

mengenai harta peninggalan, c). Penentuan bagian masing-masing ahli

waris, d). Pembagian harta peninggalan, e). Penentuan kewajiban ahli

waris terhadap pewaris, f). Pengangkatan wali bagi ahli waris yang tidak

cakap bertindak baitul mal.10

B. Proses Sebelum Terjadinya Putusan Verstek

1. Tahap Pendahuluan Pemanggilan

Berdasarkan hasil penelitian yang mana peneliti sendiri sebagai

‘human instrumen’ yang terjun langsung menggali informasi kepada

pihak-pihak yang terkait secara mendalam mengenai praktik pemanggilan

yang patut oleh juru sita dan juru sita pengganti terkait putusan verstek

Pengadilan Agama Sleman. Data yang peneliti dapat bahwa pemanggilan

yang patut ialah pemanggilan yang langsung disampaikan kepada pihak di

tempat tinggalnya. Pemanggilan itu harus sudah disampaikan sekurang-

kurangnya tiga hari sebelum hari sidang. Jumlah surat panggilan (relaas)

yang harus dibawa oleh juru sita/ juru sita pengganti pada saat melakukan

pemanggilan setidaknya minimal dua surat panggilan (relaas) agar

nantinya satu relaas untuk pihak yang dipanggil dan satu lagi untuk

diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim. Surat panggilan (relaas) tidak

boleh disampaikan kekeluarganya pada saat pihak yang dipanggil tidak

ada di kediamannya. Apabila relaas disampaikan kepada keluarganya

10Departemen Agama R.I., Bahan Penyuluhan Hukum, (UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inperes No. 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam), Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat
Departement Agama R.I., Tahun 2004, hlm. 72.
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yang dikarenakan pihak yang dipanggil tidak ada di tempat maka

pemanggilannya itu tidak patut.11

Menurut Ibu Titik Handriyani selaku panitera muda Pengadilan

Agama Sleman bahwa juru sita sebelum melakukan pemanggilan ada

tahapan yang harus dilalui, yaitu:

a. Setelah perkara masuk, berkas perakara disampaikan kepada Ketua

Pengadilan, berkas tersebut diperiksa terlebih dahulu oleh Ketua

Pengadilan.

b. Ketua Pengadilan menetapkan Ketua Majelis Hakim beserta

anggotanya dan menunjuk panitera pengganti yang akan

mendampinginya.

c. Menunjuk juru sita/ juru sita pengganti yang akan melakukan

pemanggilan.

d. Juru sita dan juru sita pengganti akan membuat surat panggilan

(relaas).

e. Juru sita/ juru sita pengganti menghadap kasir untuk minta panjar

biaya.

Selanjutnya Juru sita juga ada penetapannya seperti halnya Ketua

Majelis Hakim ketika ada penyimpangan dari pemanggilan maka juru sita/

juru sita pengganti yang sudah ditetapkan tersebut yang akan bertanggung

jawab.

11Wawancara dengan Titik Handriyani di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 28
Desember 2016 Jam 10.45 WIB.
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2. Tahap Pelaksanaan Pemanggilan

a. Waktu Pelaksanaan Pemanggilan

Dari hasil wawancara peneliti kepada juru sita terhadap praktik

pemanggilan yang patut oleh juru sita dan juru sita pengganti terkait

putusan verstek Pengadilan Agama Sleman dikatakan bahwa praktik

tersebut dilakukan mengacu pada waktu dan hari kerja yang telah

ditetapkan Ketua MA Nomor 71 tahun 2008. Adapun jadwal kerja

tersebut:

Tabel 3. Jadwal Kantor Datang dan Pulang di Pengadilan Sleman

No. Hari Datang Istirahat Pulang

1 Senin 08.00 12.00-13.30 16.30

2 Selasa 08.00 12.00-13.30 16.30

3 Rabu 08.00 12.00-13.30 16.30

4 Kamis 08.00 12.00-13.30 16.30

5 Jum’at 08.00 12.00-14.00 17.00

Sumber: Kesekretariatan Pengadilan Agama Sleman

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa jadwal kantor di Pengadilan

Sleman terdiri dari lima hari, dimana dari senin sampai kamis

dijadwalkan datang pada pukul 08.00 WIB dan waktu istirahat selama

satu jam tiga puluh menit serta waktu pulang pada pukul 16.30 WIB,

sedangkan pada hari jum’at waktu datang tetap sama di pukul 08.00
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WIB dan pada waktu istirahat sebanyak dua jam serta jam pulang lebih

lama dari biasanya yaitu pada pukul 17.00 WIB. 12

b. Tempat Pelaksanaan Pemanggilan

Sebelum pergi ketempat tinggal yang telah disebutkan dalam

relaas panggilan, terlebih dahulu menentukan tempat atau wilayah

pencarian. Hal ini dilakukan agar mereka bisa membagi tugas dalam

melakukan pemanggilan. Serta agar dapat menghemat waktu dan biaya

yang akan di keluarkan untuk mencapai tempat tujuan.13

Namun tidak semua pencarian tempat penyampaian relaas

berjalan mulus, berdasarkan keterangan dari para juru sita dan juru sita

pengganti diketahui bahwa tidak sedikit dari mereka sakit hati karena

tidak bisa bertemu dengan si terpanggil, sekalipun menemui si

terpanggil, pernah ada kejadian relaas tersebut dirobek olehnya, itu

dikarenakan si terpanggil telah mengalami gangguan mental. Tidak

sedikit pula dari para juru sita dan juru sita pengganti menyerahkan

relaas kepada keluarga si terpanggil disebabkan yang bersangkutan

tidak berada di tempat pada saat akan di serahkan. Setelah itu juru sita/

juru sita pengganti ke kepala desa untuk minta cap dan tanda tangan.

Selain itu pula, pada saat hendak menyerahkan relaas kepada kepala

desa, agar kepala desa yang nantinya memberitahukan kepada si

terpanggil untuk menghadap ke persidangan. Para pihak yang

disebutkan ternyata ada yang tidak diketahui atau dikenal oleh kepala

12 Data Sekunder: Arsip Pengadilan Agama Sleman
13Wawacara dengan H. Ahmad Mashuri sebagai juru sita 4 September 2016 , jam

01.30 WIB.
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desa setempat, sehingga penyerahan tersebut ditolak atau tidak

diterima oleh kepala desa.

Di dalam perkara ini nyatanya juru sita tidak dapat bertemu

dengan terpanggil dikarenakan tidak menemukan alamat RT/RW nya,

maka dengan demikian juru sita menitipkan di kantor kelurahan dalam

hal ini kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede. Menurut juru sita

bahwa ia telah mencari alamat tersebut yaitu Darakan KG. II/1044 RT-

RW- Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kodya Yogyakarta.

Menurut juru sita alamat tersbut tidak bisa ditemukannya karena tidak

ada RT/RW yang jelas. Juru sita mengatakan bahwa surat yang

diterima dari Pengadilan Sleman tidak mencantumkan nomor RT/RW

yang jelas.14 Hal ini sesuai dengan hasil wawancara tergugat sebagai

berikut:

saya tidak tahu rumah anda dibagian mana ataupun sebelah mana,
yang saya tahu hanya alamat yang tertera disurat yang saya
antarkan, dan perlu diketahui bahwa surat yang saya antar hari itu
bukan hanya satu surat tapi ada bebarapa surat, dan saya tidak
dapat alamat rumah yang dituju. Selanjutnya saya membawa surat
tersebut ke kantor Kelurahan setempat yaitu Prenggan sebab saya
tidak tahu alamat kantor RW/RT.15

c. Teknik Pelaksanaan Pemanggilan

Teknik pelaksanaan pemanggilan oleh juru sita dan juru sita

pengganti yang melakukan pemanggilan yaitu harus berpakaian resmi

dari hari senin sampai dengan hari kamis, kalau jum’at menggunakan

pakaian olahraga dan juga memakai kartu identitas. Hal tersebut

14Wawancara dengan H. Ahmad Mashuridi Yogyakarta, tanggal 24 Oktober 2016,
Jam  01.30 WIB.

15Ibid.
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dilakukan karena tidak jarang para juru sita dianggap para terpanggil

adalah keluarga si penggugat/pemohon.

3. Keterangan dan Alasan Tergugat Tidak Hadir Pada Pesidangan

a. Biodata Tergugat

Adapun hasil penelitian yang peneliti lakukan baik dari hasil

penelusuran maupun dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti

terutama dengan tergugat dalam hal ini tergugat yang tidak menghadiri

pesidangan dengan putusan verstek nomor perkara

0368/Pdt.G/2016/PA.Smn. dibawah ini identitas tergugat sebagai

berikut:

Nama : Muhammad Sonma

Umur : 21 Tahun, agama Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Darakan KG.II/1044 RT-RW- Keluaran Prenggan,

Kecamatan KotaGede, Kodya Yogyakarta.

b. Pengakuan Tergugat di Luar Fakta Persidangan

Berikut pengakuan Tergugat melalui hasil wawancara kepada

peneliti sebagai berikut:

Selama ini pernikahan saya berjalan seperti keluarga yang lainnya
dan bisa dibilang cukup harmonis tanpa ada masalah dan telah
dikaruniai seorang anak. Sebelum menikah saya dan mantan isteri
(penggugat) telah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun dan
akhirnya memutuskan untuk menikah setelah lulus sekolah SLTA.
Pasca menikah saya dan penggugat tinggal di rumah mertua
(orang tua penggugat). Namun memasuki bulan keenam
pernikahan kami, penggugat mengajak untuk mengontrak sendiri
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dan hidup mandiri, akan tetapi kami tidak dapat izin dari mertua
khususnya Ibu mertua.16

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara yang lebih dalam

dengan tergugat penyebab awal mula permasalahan rumah tangga

tergugat.

Selama tinggal di rumah semua bejalan sebagaimana semestinya,
saya bekerja di bengkel AHASS dan penggugat kerja di Bale
Babakaran. Sebagai suami yang baik bagi isteri, saya sebelum dan
setelah bekerja selalu mengantar penggugat ketika mau bekerja
dan menjemput ketika pulang bekerja. Namun berjalanya waktu
saya mengetahui bahwa Ibu mertua tidak suka terhadap saya.
Tetapi saya tidak mengetahui mengapa sang mertua bersikap
demikian terhadap saya dan saya bingung sendiri. Memang saya
bisa dibilang sangat jarang berkominikasi dengan Ibu mertua.
Pada bulan maret, mulai ada kejanggalan atau permulaan
peristiwa ini yang mana ternyata telah ada putusan dari pengadilan
tanpa sepengetahuan saya dan akhirnya terbongkar saat saya
menemukan kertas didalam lemari yang tanpa sengaja jatuh yaitu
putusan dari pengadilan pada awal bulan oktober.17

Dari uraian hasil wawancara di atas dengan tergugat disimpulkan

bahwa setelah mengingat pada bulan maret itu penggugat dan Ibu

mertua setiap pagi pergi yang tidak diketahui tergugat. Ketika bertanya

tergugat mau kemana kepada penggugat dan dijawab, “nemenin Ibu”.

Hal demikian berlangsung beberapa lama yang diyakini tergugat

bahwa itulah awal pengajuan gugatan cerai yang dilakukan penggugat

terhadap tergugat dan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh

Pengadilan Agama Sleman.

16Wawancara dengan Muhammad Sonma di Yoyakarta, tanggal 24 oktober 2016, Jam
10.30 WIB.

17Wawancara dengan Muhammad Sonma di Yogyakarta, tanggal 24 Oktober 2016,
Jam 10.30 WIB.
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Kejanggalan selanjutnya yang perlu diketahui hal ini dirasakan

setelah mengetahui bahwa tergugat sudah dipastikan bercerai dengan

penggugat. berdasarkan wawancara peneliti dengan tergugat bahwa

setelah sering-seringnya penggugat dan Ibu mertua pergi di pagi hari,

ketika pada malam hari penggugat pernah meminta izin untuk tidur

bersama Ibunya (Ibu mertua tergugat), awalnya hal ini dianggap

tergugat mungkin hanya sebatas keinginan dan mungkin rindu dengan

Ibunya.

Namun lama-kelamaan penggugat ke-sering-an melakukan, dan

yang membuat tergugat juga berfikir keras bahwa isterinya

(penggugat) menolak untuk diberi uang (nafkah). Hal inilah yang

membuat keyakinan pada diri tergugat bahwa adanya hal yang

disembunyikan oleh penggugat dan Ibu mertuanya yang juga

menyangka bahwa telah ada konspirasi antara penggugat, Ibu mertua

dan pihak Pengadilan Agama Sleman dalam proses perceraiannya.18

Selanjutnya peneliti mencoba menelusuri sejauh mana

pengetahuan Tergugat terkait dengan pemanggilan yang ditujukan

kepada tergugat oleh juru sita dan juru sita pengganti sebagai berikut:

Tujuan tergugat datang ke Pengadilan Agama karena tergugat ingin

mengkomfirmasi kembali atau meminta kejujuran dari juru sita yang

memproses kasus perkara Tergugat. Berikut hasil wawancara dengan

Tergugat:

18Wawancara dengan Muhammad Sonma di Yoyakarta, tanggal 24 oktober 2016, Jam
10.30 WIB.
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Yang saya mau komfirmasi adalah apakah benar surat
pemanggilan diantarkan ke alamat rumah saya? Kenapa tidak ada
satupun surat yang sampai di rumah saya, kalaupun tidak tahu
alamat rumah saya setidaknya bisa dititipkan ke kantor RW/RT di
daerah saya. Saya juga sudah menanyakan ke kantor RW/RT
setempat, dan mereka mengatakan tidak ada surat yang ditujukan
untuk saya.19

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

tegugat tidak pernah menerima surat pemanggilan (relaas) tersebut.

Tergugat juga tidak mengetahui mengapa surat tersebut tidak

diterimanya karena tergugat sibuk bekerja.

Tergugat juga menjelaskan kekecewaannya kepada Penggugat

atau mantan isteri Tergugat sendiri, karena Penggugat tidak

memberitahukan kepada Tergugat bahwa telah ada gugatan Penggugat

di Pengadilan Agama Sleman sampai putusan pengadilan hingga

Tergugat mengetahui sendiri yang didapati Tergugat di dalam lemari

pakaian.

Setelah mendapati putusan tersebut. Tergugat langsung

mengkonfirmasi kepada Penggugat sebagai berikut; “Apa ini? Apa

maksudnya ini? Kenapa tidak beritahu saya? tidak begini caranya?

Kasihan anak kita”.

Maka menurut hemat peneliti bahwa dari awal kasus ini bergulir

hingga jatuh putusan hakim dan telah berkuatan hukum tetap Tergugat

tidak pernah pengetahui adanya gugatan dari Penggugat.

19 Wawancara dengan Muhammad Sonma di Yogyakarta, tanggal 24 Oktober 2016,
Jam 10.30 WIB.
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C. Putusan Verstek Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn

1. Putusan Pengadilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila

pemerikasaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya

melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang dijatuhkan.

Proses pemeriksaan dianggap selasai, apabila telah menepuh tahab

jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi

dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik

dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan

konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis

menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah

menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan

itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang

hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.20

2. Duduk Perkara

Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Meret 2016

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman sebagai

perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn, mengajukan hal-hal yang pada

pokoknya sebagai berikut:21

a. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman

20M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata…, hlm. 797.
21Data Sekunder: Arsip
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(Kutipan Akta Nikah Nomor: 0249/13/V/2015 tanggal 04 Mei 2015),

yang pada saat itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus

jejaka;

b. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapakan sighat taklik

talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nika;

c. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah Penggugat sampai Agustus 2015;

d. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah

melakukan hubungan suami isteri dan sudah mempunyai 1 anak, lahir

28 Oktober 2015;

e. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 ketentraman rumah rangga

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang

penyebabnya adalah:

1) Bahwa Tergugat tidak mau menandatangani berkas untuk

pembuatan akta kelahiran anak tanpa sebab dan alasan yang jelas,

hal ini menjadi sebab pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat;

2) Bahwa Penggugar pernah memaksa Tergugat untuk mengurus

Kartu Keluarga ataupun Kartu Tanda Penduduk tetapi Tergugat

tidak mau selanjutnya Tergugat marah-marah hal ini memicu

percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat;
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3) Bahwa dalama pertengkaran tersebut Tergugat tidak segan

melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan memukul

bagian pipi Penggugat;

4) Bahwa sejak Desember 2015 Tergugat tidak member nafkah lahir

untuk Penggugat dan anaknya sehingga untuk mencukupi

kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sendiri;

5) Bahwa mempunyai kebiasaan buruk mengkonsumsi minuman

keras ataupun obat-obatan terlarang sampai mabuk, Penggugat

sudah berulangkali menasehati Tergugat untuk menghentikan

kebiasaan buruknya tetapi Tergugat tidak mau mengindahkan;

f. Bahwa, Penggugat sudah tidak sangat sabar untuk memperbaiki rumah

tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;

g. Bahwa, Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah

tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan

gugatan cerai ini kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara

tersebut.
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3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek Nomor

0368/Pdt.G/2016/PA/Smn.

Amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman dan

atas permohonan Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Sleman

memeriksa dan mengadili perkara tersebut berbunyi:

Primair:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

b. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

c. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Penggugat hadir dalam persidangan, sedangakan Tergugat tidak pernah

hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil

atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor

0368/Pdt.G/2016/PA.Smn tertanggal 30 Maret 2016 dan tnaggal 18 April

2016 dan 11 Mei 2016 serta 12 Mei 2016 Tergugat telah dipanggil secara

resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, untuk itu sidang

dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat

dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya,

akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang
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isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan

yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1) SURAT

a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK:

3404076308960001 tanggal 06 Juni 2013 yang telah dicocokan

dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup, kemudian

Hakim Ketua member tanda P.1;

b) Fotokopi Kutipan Akta Nika dari Kantor Urusan Agama

Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Nomor: 0249/13/V/2015

Tanggal 04 Mei 2015, yang telah dicocokan dengan aslinya,

ternyata cocok dan bermaterai cukup, kemudian Hakim Ketua

member tanda P.2;

2) SAKSI-SAKSI

a) Saksi 1, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

(1) Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karana saksi

adalah ibu kandung Pengugut;

(2) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;

(3) Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan bulan

Mei 2015;
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(4) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina

rumah tangga di rumah Penggugat;

(5) Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1

(satu) orang anak, sekarang ikut Penggugat;

(6) Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

pada awalnya harmonis namun sejak Oktober 2015 mulai tidak

harmonis;

(7) Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak member nafkah dan

tidak menengok anaknya;

(8) Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah

hidup terpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

(9) Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah

adalaha karena Tergugat pergi dari rumah;

(10) Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah

tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;

(11) Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan

nasehat kapada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak

berhasil;

(12) Bahwa saksi juga pernah memberi saran dan nasehat kepada

Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun;
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(13) Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan

Tergugat lagi;

b) Saksi 2, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

(1) Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi

adalah teman kerja Penggugat;

(2) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah yang

dilaksanakan bulan Mei 2015;

(3) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah

dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Penggugat;

(4) Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

pada awalnya harmonis namun sejak Oktober 2015 mulai tidak

harmonis;

(5) Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah

dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan pada

Penggugat;

(6) Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah

hidup berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

(7) Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah

adalah karena Tergugat pergi dari rumah;
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(8) Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah

tidak pernah menengok Penggugat lagi  begitu sebaliknya;

(9) Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan

nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak

berhasil;

(10) Bahwa saksi juga pernah memberi saran dan nasehat kapada

Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas

Penggugat menyatakan keterangan kedua orang saksi tersebut sudah

cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara

lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula, oleh

karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian  Penggugat tidak mengajukan sesuatu

lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini

ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

perkara inn, untuk seperlunya dianggap telah termuat dan menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan

perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn dan selanjutnya disebut

TENTANG HUKUMNYA sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Penggugat akan tetapi Tergugat tidak hadir, maka usaha damai tidak dapat

dilaksanakan; selanjutnya Penggugat tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, KTP Penggugat terbukti

berdomisili di Wilayah Kabupaten Sleman, maka perkara ini menjadi

wewenang relatif Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbuktilah bahwa

Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah; oleh

karenanya Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan

perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perceraian, sesuai

dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989; dan Undang-

undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009 Perubahan tahab kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama; maka perkara ini menjadi kewenangan absolut

Pengadilan Agama sehingga dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah

dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku tidak datang menghadap sendiri kemuka

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

kuasanya serta ternyata bahwa ketidakhadirnya itu tidak disebabkan oleh
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sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir

dalam persidangan;

Menimbanga, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk menuntut cerai

dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak

bulan Oktober 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran

disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kapada Penggugat dan juga

Tergugat suka minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan

dua orang saksi yang menerangkan di bawah sumpahnya yang pada

pokoknya saksi satu dangan yang lainnya saling bersesuaian terutama

mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pisahnya

Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan dengan demikian

keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di

bawah sumpahnya; telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang

sah;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun;

c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah selama 3 bulan

berturut-turut Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan

Penggugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut, Majelis

Hakim berkesimpulan dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut

hukum; terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah

(broken marriage) sedemikian rupa, Tergugat sudah tidak lagi

menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai suami; Tergugat melalaikan

tanggung jawabnya. Penggugat menjadi sangat benci dan membuat

Penggugat menderita lahir batin; upaya perdamaian dalam rumah tangga

sudah sulit untuk diharapkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli

fiqih dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi:

وْجَةِ لزَِوْجِھاَ طَلَّقَ عَلیَْھِ القاَضِ طَلْقَةً  وَاذَِا اشْتدََّ عَدَمُ رُغْبةَِ الزَّ

Artinya:

“Apabila si Isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka
Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak satu suami”;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan Penggugat dan bukti-

bukti tersebut, maka Majelis menilai gugatan Penggugat tentang

perceraian telah cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Kompilasi

Hukum Islam oleh karena perceraian ini terjadi atas Putusan Pengadilan,

sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim

menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat; dan

putusan ini diluar hadirnya Tergugat, maka sesuai Pasal 125 HIR

dijatuhkan dengan putusan verstek;
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Menimbang, bahwa sesuai ketentuan  Pasal 84 (1) Undang-undang

nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

undang nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009

perubahan tahab ke dua Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, maka kepada Penitera diperintahkan untuk mengirimkan

salinan putusan kepada Pejabat Pancatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan yang mewilayahi meliputi  tempat Penggugat dan Tergugat

sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka

sesuai Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan

ditambah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan tahab ke dua Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara

dibebankan kepada Penggugat sebesar yang akan disebut dalam amar

putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan

dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

4. Isi Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn.

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:22

22Data Sekunder: Arsip
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Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,

pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Karangbendo CT III/26

Kocoran RT. 02 RW. 01 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kebupaten

Sleman, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; MELAWAN, Tergugat,

umur 21 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Darakan KG II.1044 Kelurahan

Prenggan Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut

Tergugat.

a. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

c. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

d. Memerintahkan kapada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk

mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh  kekuatan hukum

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempat perkawinan

dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

e. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

hingga kini dihitung sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh

satu ribu rupiah.
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D. Maqâṣid Asy-syari‘ah dalam Putusan Verstek Nomor

0368/Pdt.G/2016/PA.Smn

Maqâṣid asy-syari‘ah telah lama diaplikasikan oleh ummat muslim jauh

sejak Islam itu sendiri hadir, namun belum berupa sebuah teori yang

sistematis. Al-Maqâṣid telah mengalami berbagai perkembangan dan

penyempurnaan dari para ulama’ seiring dengan perkembangan waktu. Mulai

dari pemetaan awal dari Al-Juwainy, disusul oleh pengembangan dari Al-

Ghazali, dan disempurnakan lagi selanjutnya oleh beberapa para ulama’

termasuk Al-Syatibhi dan Ibnu ‘Asyur. Semuanya saling melengkapi satu

sama lain dalam pembentukan dan pengkodifikasian episteme dari Maqâṣid.

Sementara itu, perkembangan zaman juga pasti tidak terlepas dari

perkembangan peradaban manusia, perkembangan ilmu pengetahuan,

perkembangan teknologi, dan munculnya berbagai disiplin ilmu,

mengantarkan kita pada masa modern dan era globalisasi. Di masa ini, kita

bisa dengan sangat mudah mengakses informasi, menyaksikan kebudayaan,

dan peradaban dari seluruh penjuru dunia tanpa beranjak dari tempat duduk.

Imbasnya, mengantarkan kita pula pada kondisi dimana manusia saling

berbeda pendapat dalam memaknai Islam dan kehidupan dalam hal perspektif,

metodologi dan pendekatan.

Jasser ‘Auda hadir sebagai ilmuan muslim yang mencoba menawarkan

pendekatan filsafat sistem dalam kajian pengembangan maqâṣid asy-syari‘ah .

Fitur-fitur sistemik yang ditawarkan menurut peneliti mampu untuk

mengintegrasikan maqâṣid asy-syari‘ah dengan problematika kehidupan yang
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kompleks tidak hanya dalam ranah individu namun lebih luas pada

kemaṣlahatan bersama. Tidak lagi menjadi orientasi ditetapkannya hukum

Islam yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi agama, nyawa, akal,

keturunan, harta, yang melihat sasaran personal, tapi lebih kepada objek sosial

yang lebih luas.

Berdasarkan surat putusan tertanggal 24 mei 2016, putusan verstek

nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn yang dijatuhkan pada persidangan di

Pengadilan Agama Sleman merupakan keputusan yang diambil oleh Majelis

Hakim melalui pertimbangan-pertimbangan sehingga dalam prosesnya bisa

diterapkan acara verstek. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) atau

Pasal 78 Rv yang mengatakan bahwa jika tergugat, meskipun dipanggil

dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang

lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan

keputusan tanpa hadir (verstek).

Di dalam Islam juga memperbolehkan acara verstek yang tanpa dihadiri

Tergugat sebagaimana terdapat di dalam hadiš yang diriwayatkan oleh

‘Aisyah r.a. menjelaskan bahwa isteri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah

saw. lalu mengatakan Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir dan tidak

memberi nafkah yang mencukupi isteri dan anaknya kecuali dari apa yang

saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Lalu Rasulullah menyuruh
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mengambil dari hartanya apa yang mencukupi dirinya dan anaknya dengan

cara yang patut.23

Pembacaaan dalam perkara ini perlu dilihat pada spektum yang lebih

luas dan universal serta menyeluruh. Alasan acara verstek yang diterapkan

belum sepenuhnya mempertimbangkan secara menyeluruh. Hal ini bisa

diketahui dari pengakuan tergugat yang tidak mengetahui adanya surat

panggilan dari pengadilan. Berikut hasil wawancara dengan tergugat:

Saya tidak mengetahui kalau isteri saya telah melayangkan gugatan cerai
ke Pengadilan Agama sampai tahap pemanggilan pun saya sama sekali
tidak mengetahuinya. Karena setahu saya rumah tangga kami baik-baik
saja dan tidak ada pertengkaran hebat yang terjadi selama hampir dua
tahun pernikahan kami.24

Di sisi lain terdapat prinsip-prinsip perkawinan di dalam maupun Al-

Qur’an mengatakan adalah ikatan yang kuat yang menjadikan pernikahan itu

tidak hanya antar dua anak manusia namun juga melibatkan campur tangan

Allah Swt. Oleh sebab itu keberadaan dua belah pihak yang berperkara mutlak

adanya. Mengingat bahwa tolak ukur dari sebuah keputusan dalam suatu

perkara, sudah semestinya mendengarkan kesaksian atau bukti- bukti dari

kedua belah pihak untuk mencapai sebuah keadilan.

Selanjutnya peneliti meninjau putusan verstek dalam hal ini perkara

nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn ke dalam maqâṣid asy-syari‘ah yang di

pelopori oleh Jasser ‘Auda, dimana Jasser ‘Auda memaparkan tiga konsep

23Lihat, Abi Al-Husain Muslim, Shahih Muslim, (Jakarta: Daar Al-Kitab Al Alamiyah,
1998), juz. III, hlm. 146.

24 Wawancara dengan Muhammad Sonma di Yogyakarta, tanggal 24 Oktober 2016,
Jam 10.30 WIB.
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maqâṣid asy-syari‘ah tersebut. Adapun tiga konsep Maqâṣid Jasser ‘‘Auda

adalah:

1. Maqâṣid Umum

Maqâṣid Umum atau maqâṣid ammah yaitu maqâṣid yang diletakkan

oleh syari‘at dalam menentukan semua atau sebagian besar hukum-

hukumnya. Seperti keniscayaan (ḍarûriat) dan kebutuhan (hajiat) serta

menegakan keadilan dan memberikan kemudahan.

Pada prinsipnya perceraian yang diputuskan secara verstek maupun

cerai talak itu lebih banyak maḍaratnya dari pada maṣlahatnya.

Sebaliknya perkawinan yang kekal sangat sesuai dengan al-maqâsid al-

khamsah. Oleh karena itu, maka sesuai yang dianut Undang-undang No. 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ide sentral maqâṣid asy-syari‘ah

yaitu kemaṣlahatan. Dengan kata lain menghindari perceraian adalah

dalam rangka memelihara lima pokok pilar (al-maqâṣid al-khamsah)

yaitu: hifz al-din (menjamin kebebasan beragama); hifz al-nafs

(memelihara kelangsungan hidup) hifz al-'aql (menjamin kreativitas

berpikir); hifz al-nasl (menjamin keluarga dan kehormatan); dan hifz al-

mal (pemilikan harta, properti, dan kekayaan).

Menurut Jasser ‘Auda Maqâṣid umum atau tujuan umum dalam

putusan verstek nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn adalah mengambil

kemaslahatan yang lebih luas dan global terhadap dampak dari putusan

tersebut.
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Penerapan acara verstek yang didasarkan dengan Pasal 125 HIR akan

menjadi boomerang bagi institusi pengadilan itu sendiri kaitannya dalam

mengurangi angka perceraian. Karena pertama, akan ada cela bagi

pasangan yang ingin bercerai dan menganggap bahwa perceraian di

pengadilan itu cepat dan mudah dengan cukup tidak hadir dalam

persidangan. Kedua, akan ada judgement dari masyarakat bahwa

pengadilan bukan tempat untuk mencari keadilan. Seperti yang dikatakan

Tergugat kapada Juru sita yang menurutnya tidak menyampaikan surat

panggilan kepada tergugat. Sebagaimana hasil wawancara dengan

tergugat:

Saya mendapati dokumen dengan amplop yang berwarna coklat
mudah jatuh di atas lemari yang isinya adalah saya sudah resmi
bercerai dengan isteri saya, bagaimana bisa perceraian itu terjadi
kemudian saya tidak tahu apa-apa? Tolong berikan hak saya juga
untuk tahu bagaimana proses surat pemanggilan yang tidak sampai
kepada saya.25

Untuk lebih meyakinkan peneliti dengan pengakuan tergugat,

peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Titik Handriayani selaku

Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Sleman mengenai putusan

verstek dengan nomor perkara 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn. Bahwasanya

Pengadilan Agama hanya merupakan lembaga/tempat mengadili dan

diadili atau dengan kata lain adalah tempat menuntut hak-hak setiap yang

berperkara. Adapun hasil wawancara dengan ibu Titik Handriyani:

Pengadilan Agama dalam hal ini yang mewakilkan adalah Hakim
bersifat pasif, jadi adapun pemasalahan di luar dari pada persidangan

25Wawancara dengan Muhammad Sonma di Yogyakarta, tanggal 24 Oktober 2016,
Jam 10.30 WIB.
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yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Hakim tidak menelusuri
lebih jauh, hakim hanya melihat apa yang ada dalam persidangan.26

Selanjutnya ibu Titik juga menjelaskan dipermudah atau tidaknya

suatu proses perceraian yakni:

Jarak laporan masuk dengan proses persidangan minimal tiga puluh
hari, adapun jarak persidangan berikutnya adalah tiga minggu atau
dua puluh satu hari, hal ini tergantung dari tempat tinggal Tergugat
yang berada dalam kota ataupun luar kota. Jika luar kota itu bisa
sampai dua bulan lamanya. Saya tidak membenarkan bahwa
perceraian dengan putusan verstek itu dipermudah oleh pihak
Pengadilan Agama, sebab saya melihat mudah atau sulitnya sebuah
putusan perceraian itu dari waktu/jarak proses persidangan sampai
akhirnya diputuskan. Ada juga kasus cerai gugat dengan kedua belah
pihak hadir dan dipermudah karena Tergugat mengakui semua
gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat. Begitu juga dalam hal
putusan verstek, boleh jadi dipersulit karena tempat tinggal Tergugat
saat itu tidak diketahui.27

Berkenaan dengan penerapan acara verstek, ibu Titik juga

menegaskan hal-hal yang menjadi pertimbangan oleh pihak Pengadilan

dalam hal ini Hakim yang menangani perkara sebagai berikut:

Sudah jelas bahwa Tergugat dari awal pemanggilan tidak hadir
dimuka persidangan sesuai dengan isi putusan dan bahkan sudah
mencapai tiga kali pemanggilan hingga akhirnya perkara ini diputus
Tergugat tidak pernah hadir. Hakim pun yang memang pasif namun
tidak pasif-pasif amat. Karena dilihat dari jarak antara persidangan
dengan persidangan berikutnya hingga putusan memerlukan waktu
yang lama (3 bulanan). Jika dalam perkara ini tidak diputus dengan
verstek “apa harus dibiarin aja? Apa harus menunggu tergugat hadir
dulu, kan kasihan juga”. Oleh sebab itu Hakim menerapkan acara
verstek dan sesuai Undang-undang yang berlaku.

26Wawancara dengan Titik Handriyani di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 28
Desember 2016, Jam 10.45 WIB.

27Wawancara dengan Titik Handriyani di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 28
Desember 2016 Jam 10.45 WIB.
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Melihat hal tersebut, terjadi hal serupa dalam Islam yaitu pada masa

Nabi saw. Bahwa telah terjadi putusan oleh Nabi tanpa hadirnya seorang

suami yang dituntut oleh isterinya yang diputuskan verstek (tanpa hadir).28

Untuk menjaga marwah bagi lembaga peradilan khususnya

Pengadilan Agama Sleman, maka perlunya penanganan dalam

penyelesaian perkara dengan cepat dan tentu berkeadilan. Karena jika

terjadi ketidakadilan dalam lembaga peradilan serta penelataran perkara

maka hal ini akan menjadikan masyakat menyelesaikan masalahnya

sendiri. Sehingga menimbulkan ketidakteraturan dalam kehidupan

bermasyarakat serta berbangsa dan Negara. Oleh karena itu maṣlahah

yang besar dalam pertimbangan dan penyelesaian perkara dengan

penerapan verstek ketika Tergugat tidak pernah hadir adalah yang utama.

2. Maqâṣid Khusus

Maqâṣid Khusus yaitu berarti tujuan-tujuan yang wujudnya dapat

ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu tentang

pembahasan syari’ah, seperti perlindungan terhadap kemaṣlahatan anak

dalam hukum keluarga, larangan untuk menimbun dalam kaitannya

dengan hukum transaksi harta, dan larangan untuk melakukan tindak

kriminal dalam legislasi hukum terkait dengan uqubah. Maqâṣid khusus

disebut juga dengan maqâṣid khassah yaitu maqâṣid yang diletakkan oleh

syariah dalam menentukan hukum-hukum tertentu seperti hukum-hukum

muamalat, munakahat, jinayat dan sebagainya.

28Lihat, Abi Al-Husain Muslim, Shahih Muslim, (Jakarta: Daar Al-Kitab Al Alamiyah,
1998), juz. III, hlm. 146
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Dalam konteks perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn, yang akan

menjadi kajiannya tertuju pada kemaslahatan anak dalam hukum keluarga

dari korban perceraian. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan

mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, contohnya memenuhi

kebutuhan anak meskipun antara suami dan isteri telah bercerai.

Perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn, telah dikaruniai satu anak

yang berumur kurang lebih satu tahun. Seorang anak yang masih kategori

bayi yang belum tahu menahu tentang pertikaian orang tuanya harus

menjadi korban atas ke-egois-an orang tuanya. Dalam maqâṣid khusus,

kemaslahatan anak lebih diutamakan seperti hak merawat/mengasuh yang

berhak adalah ibunya. Sesuai bunyi pasal 105 (a) dalam Kompilasi Hukum

Islam (KHI) disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang

belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dalam

pandangan islam, hak asuh anak yang masih menyusui dibawah dua tahun,

sebaiknya diberikan kepada ibu. Jika lebih dari dua tahun, hak asuh di

putuskan pihak pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara

tergugat perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn:

Saya hanya kasihan terhadap anak saya yang masih kecil, saya pribadi
tidak menginginkan perceraian tersebut karena saya memikirkan masa
depan anak saya. Adapun soal yang mengasuh, anak saya berumur
satu tahun dan diasuh oleh mantan isteri saya, karena anak saya juga
masih kecil dan belum tahu apa-apa.29

Sebaiknya, siapa yang berhak mendapatkan hak asuh adalah pihak

yang memiliki waktu luang dalam mengasuh anak serta finansial yang

29Wawancara dengan Muhammad Sonma di Yogyakarta, tanggal 24 Oktober 2016.
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lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup si anak. Namun, jika hal itu

tidak di sepakati maka proses pengadilan sebagai solusinya.

Dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan pasal 45 ayat (2)

disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-

baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu

berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal tersebut mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap

anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Adanya penguasaan anak

secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa

perebutan anak. Yang apabila sengketa itu tidak diputus di pengadilan, akan

menjadi berlarut-larut, sehingga muaranya anak menjadi korban. Banyak sekali

setelah proses perceraian seseorang tidak mempersoalkan hak asuh anak,

dikarenakan keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak bersama-sama.

Disinilah pengadilan harus menimbang siapa yang paling cakap memelihara

anak, tanpa membatasi kasih sayang keduanya sebagai orang tua.

Penguasaan secara hukum atas anak oleh salah satu pihak, bukan berarti

menghalangi atau memutus hubungan dengan pihak lain. Itu bertentangan dengan

hukum Islam. Ini semacam ijtihad hakim supaya kedua belah pihak berhenti

bertikai dan perkembangan mental anak tidak terganggu. Dalam kaidah fiqhiyyah

disebutkan bahwa menghindari kerusakan (mental anak) lebih didahulukan

daripada mengambil kemaṣlahatan. Maknanya, penguasaan tunggal atas anak

oleh salah satu pihak bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban

pertikaian. Anak harus diberikan kepastian hukum (rechtzekerheid) oleh siapa

dia diasuh supaya tidak seperti barang dagangan yang diperebutkan.
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Di masa mendatang, supaya tidak terjadi penutupan akses anak- orang tua,

perlu mekanisme pemantauan atas pelaksanaan isi putusan pengadilan. Komisi

perlindungan anak dapat berperan dalam ranah itu. Jika terbukti ada pelanggaran,

perlu jerat pidana yang bersifat menjerakan supaya anak tidak menjadi korban

tarik-ulur orang tuanya.

Sesuai arti dari maqâṣid khusus yaitu beberapa upaya yang ditempuh

syariat demi terwujudnya kemanfaatan bagi umat manusia atau kemaslahatan

dalam tindakan mereka secara khusus, peneliti menyimpulkan perkara nomor

0368/Pdt.G/2016/PA.Smn, bahwa maqâṣid khusus tersebut lebih pada

kepentingan kemuḍaratan anak yakni kemaṣlahah anak yang tidak bertentangan

dalil-dalil dan tujuan syara’. Artinya, mashlahah itu bukan didasarkan pada

kecenderungan-kecenderungan hawa nafsu kedua belah-pihak yang telah bercerai

yang lebih mengutamakan keegoisan dalam mendidik anak, ataupun bersifat

subyektif, serta tidak berkiblat pada kepentingan-kepentingan individu. Tapi

harus paralel dengan tujuan-tujuan syara’ yang kemaṣlahatannya bisa dirasakan

oleh anak pasca perceraian.

3. Maqâṣid Parsial

Maqâṣid Parsial, kaitannya dengan tujuan teks atau hukum tertentu,

seperti mengharuskan untuk mengungkap kebenaran ketika sebuah teks

mengharuskan untuk menghadirkan sejumlah saksi dalam masalah-

masalah tertentu. Maka dalam perceraian, guna untuk mengetahui dan

mempermudah memutuskan suatu perkara perlu ada keterangan dari

pihak-pihak terkait dan saksi. Nabi Saw menjelaskan bahwa apabila dua

pihak meminta kepadamu keadilan maka janganlah engkau memutus
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hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sehingga engkau

mendengarkan keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan

mengetahui bagaimana seharusnya memutus.30

Maka oleh sebab itu, di dalam perkara ini hakim wajib menghadirkan

para pihak yang bersengketa yaitu Penggugat dan Tergugat guna untuk

mendengarkan kesaksian dari keduanya. Namun juga bisa saja dalam sisi

yang lain pada kasus yang sama tidak adanya saksi ataupun keterangan

dari pihak yang lain karena sesuatu sebab atau alasan. Maka dalam perkara

ini hakim bisa saja memutuskan perkara tanpa hadirnya tergugat (verstek)

karena tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meski telah

dipanggil secara resmi dan patut.

E. Dampak Positif dan Negatif Putusan Verstek

Putusan verstek nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn sudah berang tentu

memiliki dampak positif dan negatif terhadap pesangan yang bercerai

khususnya bagi anak hasil dari pernikahan yang terputus. Namun perlu

ditegaskan kembali dalam kajian ini manggunakan teori Maqâṣid Jasser ‘Auda

sebagai pisau analisis untuk mengetahui dampak positif dan negatif dalam

putusan tersebut.

1. Dampak Positif

Majelis hakim memutuskan persidangan dengan acara tanpa hadir

sudah melalui proses yang cukup panjang tidak kurang dari 1 bulan serta

dengan pemanggilan tergugat sebanyak 3 kali adalah bentuk toleransi

30Lihat, Abi Isa Muhammad, Sunan Al-Tirmidzi, (Beirut: Daar Al-Fikri, 2001), juz.
III, hlm. 63.
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ataupun kelonggaran yang tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat  dalam

putusan verstek nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn. Oleh sebab itu sebagai

institusi penegak keadilan bagi pencari keadilan maka sudah seharusnya

memeriksa perkara sesuai Undang-undang yang berlaku serta memutuskan

seadil-adilnya. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga peradilan. Dengan demikian telah terpunuhinya maqâṣid

keadilan.

Bagi pasangan yang bercerai tentu juga memliki dampak positif,

karena didalam rumah tangga banyak sekali permasalahan. Oleh karena itu

jika suatu permasalahan dalam rumah tangga tidak dapat lagi didamaikan

maka perceraian merupakan langkah terbaik. Hal ini terkait

keberlangsungan hidup bagi pasangan yang bercerai agar dapat menjalani

kehidupan yang damai.

2. Dampak Negatif

Putusan verstek yang tanpa dihadiri tergugat dirasa tidak adil karena

tidak adanya pembuktian ataupun pembelaan dari tergugat, maka hal ini

tercapainya keadilan bagi tergugat. Lebih lanjut lagi dampak negatif bagi

lembaga peradilan khusus dalam perkara perceraian akan menjadikan

kemudahan bagi pasangan suami isteri yang ingin bercerai dengan

kesepakatan sendiri agar tergugat tidak menghadiri persidangan. Maka

dengan demikian masyarakat menilai bahwa proses perceraian di

Pengadilan Agama mudah dengan hanya tidak hadir di persidangan.
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Selanjutnya perceraian dalam suatu keluarga sudah pasti mempunyai

dampak negatif yang sangat besar, selain anak yang menjadi korban dari

sebuah perkawinan namun lebih pada keluarga itu sendiri. Karena

keluarga yang berisikan ayah, ibu dan anak adalah komponen kecil dari

masyarakat. Maka ketika hancurnya keluarga yang disebabkan dengan

perceraian antara suami dan isteri akan berdampak pada ke-stabil-an hidup

bermasyarakat hingga kepada kehidupan berbangsa dan Negara. inilah

yang dipandang dari maqâṣid asy-syari‘ah Jasser ‘‘Auda bahwa melihat

kepada spektrum yang lebih luas dan global.

Runtutan dari korban anak yang menjadi korban perceraian ini

merupakan lepasnya penjagaan keturunan (hifz an-nasl) sebagai bagian

dari tujuan hukum Islam (maqâṣid asy-syari‘ah), selanjutnya perluasan

dari hifz an-nasl pada teori maqâṣid asy-syari‘ah Jassera ‘‘Auda adalah

tidak terpeliharaannya keluarga maka akan merusak tatanan

bermasyarakat yang seharusnya damai tentram.

Sebagai akibat dari tidak terpeliharanya hifz an-nasl juga akan

melengkapi tidak tercapainya tujuan hukum Islam (maqâṣid asy-syari‘ah)

yang lain yaitu bahwa dapat terjadi seorang anak yang korban dari

perceraian akan putus sekolah ataupun tidak mendapatkan pendidikan

sama sekali, hal ini termasuk kedalam tidak menjaga akal (hifz al-‘aql).

Maka ketika seseorang yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik

maka akan sulit mendapatkan pekerjaan guna untuk mendapatkan harta

ataupun memenuhi kebutuhan hidup, hal ini termasuk pada tidak menjaga
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harta (hifz al-mal). Dengan demikian akan mengakibatkan kemiskinan.

Selanjutkan akan mengakibatkan tidak tercapatinya hifz ad-din (menjaga

agama), karena kemiskinan akan membuat seseorang menjadi buta

segalanya, rela mengorbankan apapun demi mendapatkan dunia “harta”

meskipun itu keyakinannya sendiri.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti kasus putusan verstek dengan nomor perkara

0368/Pdt.G/2016/PA.Smn, terhadap para pihak yang terkait yaitu tergugat,

hakim yang memutuskan perkara tersebut serta pihak juru sita atau juru sita

pengganti, dan menelaah sumber-sumber yang terkait dengan maqâṣid asy-

syari‘ah Jasser Auda, maka peneliti dalap mengambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Di dalam pertimbangan-pertimbangan hakim memutuskan perkara ini

sudah sesuai dengan Undang- undang yang berlaku di Indonesia, karena

Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir sedangkan telah

dilakukan pemanggilan dengan resmi dan patut, maka perkara ini di putus

dengan putusan verstek.

2. Dalam praktik pemanggilan terhadap Tergugat yang dilakukan oleh juru

sita namun dalam hal ini yang memanggil adalah juru sita dari Pengadilan

Agama Yogyakarta tidak mememukan alamat Tergugat dengan alasan

tidak tercantumnya nomor RT/ RW sehingga susah untuk menemukan

rumah Tergugat, yang pada akhirnya diberikan kapada kelurahan

Prenggan.

3. Dari sudut pandang maqâṣid asy-syari‘ah Jasser Auda meninjau pada

perkara nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Smn yang di putuskan Majelis hakim

dalam penerapan acara verstek memberikan kemaslahatan bagi Penggugat

serta memberikan keadilan karena Terguggat tidak pernah hadir di dalam
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persidangan dan bagi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama

Sleman dalam menjaga maswah pemberi keadilan serta semakin dipercaya

oleh masyarakat. Sedangkan bagi Tergugat adalah dapat memberikan

pelajaran untuk lebih menjaga keharmonisan keluarga dengan hadir di

dipersidangan agar hakim memediasi terhadap perkara tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat

beberapa saran untuk penelitian selanjutnya (akademik) dan instansi terkait

sebagai berikut:

1. Untuk instansi terkait yaitu Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan

Agama Sleman pada saat pemeriksaan perkara perceraian atau gugatan

cerai hendaknya lebih diperhatikan yaitu dengan pemeriksaan mendalam

khususnya alamat terakhir Tergugat, sehingga surat pemanggilan bisa

tersampaikan langsung pada Terpanggil (Tergugat). Karena hal tersebut

dapat merugikan tergugat yang tidak mengetahui surat yang diberikan

kepada (Tergugat). Kemudian perlu ada ketentuan batas waktu akhir

pemanggilan.

2. Perlu diberi kesempatan pada peneliti lain untuk meneliti dengan

pendekatan lain terhadap putusan verstek. Oleh karena penelitian ini

bukanlah sebagai penelitian akhir dalam masalah tersebut.
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Pedoman Wawancara

Tergugat:

1. Sejak kapan anda mengetahui bahwa anda telah bercerai?
2. Apakah anda mengetahui adanya gugatan dari isteri?
3. Apakah anda menghadiri persidangan di PA Sleman?
4. Apa alasan anda tidak mengahadiri persidangan?
5. Apakah ada surat pemanggilan dari Pengadilan?

Juru Sita:

1. Apa tugas dan fungsi Juru Sita?
2. Apakah telah ada pemenggilan terhadap tergugat perkara No

0368/Pdt.G/PA.Smn dalam putusan verstek?
3. Apa kendala dalam pemanggilan terpanggil?
4. Apakah surat pemanggilan telah di sampaikan kepada terpanggil?

Hakim PA Sleman:

1. Apakah telah terjadi putusan verstek pada perkara no.
0368/Pdt.G/PA.Smn?

2. Bagaimana menurut hakim terhadap kasus tersebut?
3. Bagaimana menurut hakim terhadap tergugat yang merasa tidak

mendapat dalam pemenggilan pada kasus tersebut?
4. Apaka sering terjadi kasus bahwa tergugat tidak pernah menerima

surat pemanggilan (relaas) dan menunut (marah-marah) di Pengadilan?
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